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ABSTRAK 
Muh. Sahar B. (E 211 10 103), Kinerja Dinas Sosial dalam Pelaksanaan 
Program Pembinaan Anak Jalanan di Kota Makassar., 
xiv+79halaman+3gambar+18pustaka, (1994-2012). 
 
Tujuan penelitian ini adalah bertujuan untuk menjelaskan sejauhmana Kinerja 
Dinas Sosial Dalam Penanganan Anak Jalanan di Kota Makassar. 
 
Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Unit analisis 
adalah organisasi dalam hal ini adalah Dinas Sosial Kota Makassar. Data yang 
dikumpulkan terdiri dari data primer dan data sekunder. Penelitian ini 
menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif dengan menggunakan 
teknik pengumpulan data melalui wawancara kepada informan yang dianggap 
berpotensi untuk memberikan informasi tentang bagaimana Kinerja Dinas Sosial 
Dalam Penanganan Anak Jalanan di Kota Makassar.  
 
Hasil Penelitian terhadap Kinerja Dinas Sosial Dalam Penanganan Anak 
Jalanan di Kota Makassar diukur dengan menggunakan lima indicator kinerja, 
yakni Produktivitas, Kualitas Pelayanan, Responsivitas, Responsibilitas, dan 
Akuntabilitas dan tiga faktor-faktor pengaruh kinerja, yakni Kemampuan, 
Motivasi, dan Lingkungan pekerjaan. Setelah dilakukan penelitian, berdasarkan 
hasil penelusuran penulis dapat disimpulkan bahwa kinerja yang dilakukan 
Dinas Sosial dalam penanganan anak jalanan sudah maksimal mungkin diukur 
dari kelima indicator dan tiga faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja tersebut.  
 
Kata kunci: indikator kinerja, faktor-faktor mempengaruhi kinerja, kualitatif. 
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ABSTRACT 
 
Muh. Sahar B. (E 211 10 103), performancein the implementation ofthe 
Social Service Development Program for Street Children in Makassar., 
Xiv+79pages+3pictures+18 reference/ book (1994-2012). 
 
The purpose ofthis study was to aimtoex plain the extent to which the Social 
Service Performance In Handling Street Children in Makassar. 
 
The method use disdescriptive qualitative. The unit of analysisis the organization 
in this regardis the Social Office of Makassar. Data collected consist of primary 
data and secondary data. This study use qualitative descriptive method using 
techniques of collecting data through interviews with informant sconsidered to 
have the potential to provide information about how Social Service Performance 
In Handling Street Children in Makassar. 
 
Results for Social Service Performance In Handling Street Childrenin Makassar 
measured using five indicators of labor, namely productivity, Service Quality, 
Responsiveness, Responsibility, and Accountability and three factors influence 
the performance, the ability, motivation, and work environment. After doing 
research, based onsearch results the authors concluded that the performance is 
done in the Social Service has a maximum handling street children may be 
measured of the five indicators and three factors that affect performance.  
 
Keyword: performance indicators, factors affecting the performance, qualitative. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
I.1  Latar Belakang 
Indonesia merupakan salah satu Negara yang mempunyai penduduk 
yang sangat banyak maka perlu peningkatan pembangunan untuk menopang 
kesejahteraan penduduknya. Sebagaimana yang telah di jelaskan bahwa 
pembangunan nasional adalah usaha peningkatan kualitas  manusia dan 
masyarakat Indonesia secara berkelanjutan dengan memanfaatkan kemajuan  
ilmu pengetahuan dan teknologi serta memperhatikan tantangan perkembangan 
global. Selain itu, tujuan Pembangunan Nasional untuk mewujudkan masyarakat 
adil dan makmur yang merata material dan spiritual, serta menjalankan roda 
perekonomian guna mewujudkan kesejahteraan sosial. Sesuai dengan Pasal 33 
UUD 1945 ialah sebagai dasar untuk mewujudkan keadilan, kesejahteraan dan 
kemakmuran rakyat melalui peranan dan keberpihakan negara dalam 
meningkatkan taraf hidup rakyat. 
 Tujuan pembangunan nasional serta pasal 33 UUD 1945 tersebut akan 
berhasil tercapai apabila pemerintah dan masyarakat saling bersinergi dalam 
proses pembangunan, termasuk di bidang kesejahteraan sosial. Dewasa ini 
permasalahan yang cukup krusial dalam bidang kesejahteraan sosial berada 
pada kasus penanganan anak jalanan, yang di mana hampir tiap daerah jumlah 
anak jalanan mengalami peningkatan. Akan tetapi melihat pada zaman sekarang 
sebagian masyarakat dalam lingkaran kemiskinan sebagai penyebab utama 
munculnya anak jalanan(anak jalanan) dan pengemis yang hidup di jalanan yang 
dalam penghidupannya masih memerlukan bantuan dari pihak pemerintah agar 
kiranya dapat berkehidupan normal. Maka dari itu perlu kebijakan dan program 
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untuk menunjang masyarakat agar sejahtera dari segi sosialnya. Meninjau dari 
kebijakan dan program masa lalu cenderung di laksanakan secara kurang efektif 
yang di mana jangkauan pelayanan terbatas, lebih mengedepankan pendekatan 
institusi/panti sosial dan dilaksanankan tanpa rencana strategi nasional. Oleh 
sebab itu, kedepannya di perlukan program program kesejahteraan anak jalanan 
yang berkelanjutan yang menjangkau anak-anak di seluruh Indonesia yang 
mengalami masalah sosial. 
Berdasarkan UUD 1945 pasal 34, “anak terlantar dan fakir miskin 
dipelihara oleh Negara”. Artinya pemerintah mempunyai tanggung jawab 
terhadap pemeliharaan dan pembinaan anak-anak terlantar, termasuk anak 
jalanan. Maka dari itu, pemerintah telah memberikan kebijakan yang berupa 
program untuk kesejahteraan anak-anak yang merasa belum mempunyai hak 
yang sama pada anak yang lain. 
Tetapi upaya dari pemerintah yang terkhusus dari kementrian sosial yang 
menaungi masalah ini di rasa belum maksimal dalam program program yang 
telah di buat meninjau Dari tahun ke tahun, jumlah anak jalanan mengalami 
peningkatan.dari hasil data kementerian sosial sendiri mencatat bahwa jumlah 
anak jalanan tahun 2007 sebanyak 230.000 jiwa sedangkan dari hasil badan 
pusat statistik(BPS) bersama ILO jumlah anak jalanan sebanyak 320.000 jiwa 
pada tahun 2009 yang tersebar di seluruh kota kota besar. 
Sebagai salah satu kota terbesar di kawasan Indonesia timur ialah 
Makassar, pemerintah kota (pemkot) masih dipusingkan dengan berbagai 
masalah tentang kesejahteraan sosial terutama pada kasus anak jalanan. Hal ini 
diakibatkan karena kota Makassar yang merupakan ibukota provinsi Sulawesi 
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Selatan menjadi  kota tujuan urbanisasi. Hal ini berdampak pada peningkatan 
masyarakat berbagai tingkatan sosial bermukim di Makassar sehingga hal ini 
berakibat pada kesenjangan sosial dan menjamurnya gelandangan serta 
pengemis. Di kota Makassar permasalahan gelandangan serta pengemis 
merupakan permasalahan yang sangat sulit di pecahkan oleh pemerintah kota, 
apalagi kebanyakan gelandangan serta pengemis yang berada di kota Makassar 
masih di bawah umur (anak-anak). Hal inilah yang menjadi fokus utama 
pembuatan kebijakan di kota Makassar mengenai gelandangan dan pengemis 
terutama yang masih di bawah umur.  
Hasil  penelitian  Balai  Besar  Pendidikan dan  Pengembangan  
Pelayanan  Kesejahteraan Sosial Yogyakarta tahun 2006, isu anak jalanan di 
Kota Makassar bukan saja dipengaruhi oleh faktor ekonomi, melainkan juga 
faktor budaya. Mereka (anak jalanan) mulai melanggar nilai nilai dan norma yang 
berlaku di masyarakat, hal ini nampak pada perilaku anak jalanan yang berusaha 
mendapatkan uang untuk digunakan bermain  judi, minum  minuman  keras  dan 
merokok, anak jalanan ini mulai terkontaminasi perilaku orang dewasa (preman 
jalanan).  
Pemerintah Kota Makassar dalam hal ini Dinas Sosial sebagai pelaksana 
dari Perda No. 2 tahun 2008 mengenai gelandangan dan pengemis (gepeng) 
tidak hanya menjalankan program yang bersifat mengurangi anak jalanan tanpa 
ada perubahan terhadap perilaku mereka, karena keberadaan anak jalanan 
dianggap tidak hanya menimbulkan efek dari segi kondisi kemiskinan tapi ke 
aspek yang lain seperti ketertiban dan keamanan perkotaan. Maka Dinas Sosial 
telah menjalankan sebuah program rehabilitasi terhadap anak jalanan yang 
terjaring dalam patroli 24 jam bersama Satpol PP. Namun, sejak penerapan 
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kebijakan penanganan anak jalanan di kota Makassar, kinerja dari Dinas Sosial 
untuk menangani anak jalanan di rasa kurang efektif ditandai dengan maraknya 
anak jalanan di kota Makassar. 
   Kebijakan dari perda no. 2 tahun 2008 terasa belum maksimal di tandai 
dengan masalah yang diatas yang dimana kinerja Dinas Sosial dalam 
menjalankan kebijakan  tersebut masih mengalami beberapa kendala dalam 
menangani anak jalanan. Walau sudah ada peraturan yg mendasari untuk 
menangani anak jalanan dalam hal ini  organisasi agar optimal menurut Murphy 
Dan Cleverland(Hal 212) dalam buku Ismail Nawawi mengatakan bahwa kinerja 
adalah kualitas perilaku yang beriorentasi pada tugas dan persepsi peranan 
sedangkan menurut Interplan (hal. 212) kinerja berkaitan dengan operasi, 
aktifitas program dan misi organisasi. 
Permasalah anak jalanan di kota Makassar sungguh cukup 
memperihatinkan sebagaimana kutipan dari Harian Ujung Pandang Ekspres 
(UPEKS) yang menyatakan bahwa Dewan perwakilan rakyat daerah kota 
Makassar menganggap Dinas Sosial kota  Makassar telah gagal dalam 
menangani kasus anak jalanan. Hal ini diperkuat dengan statement Ketua komisi 
D DPRD Makassar, Soewarno Sudirman yaitu menyayangkan kinerja Dinas 
Sosial kota Makassar yang tidak bisa menangani maraknya Anak jalanan yang 
menghiasi setiap sudut-sudut jalan di Makassar. Dia berharap agar Dinsos 
mencari formulasi untuk menjerat anak jalanan. Program pembangunan posko 
penanggulangan di setiap lampu merah guna untuk menjerat anak jalanan 
dianggap hanya sensasi saja, tidak membuahkan hasil apa-apa. 
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Perlu ada ketepatan ulang bersama untuk menindak tegas anak jalanan. 
Anak jalanan di kota Makassar, kata legislator Demokrat ini, sebenarnya rata-rata 
mereka berasal dari daerah lain. Mereka datang dengan anak-anaknya yang 
masih di bawah umur tanpa membawa perlengkapan apa-apa, tempat tinggal 
dan pekerjaan tidak jelas sehingga mau tidak mau harus rela hidup di jalanan 
untuk melanjutkan hidup menunggu uluran tangan dari pengguna jalan yang 
melintas. 
  Kalau memang ada niat untuk mengurangi anak jalanan, seharusnya cara 
yang paling tepat adalah mendirikan posko penjagaan yang ketat di setiap sudut 
Makassar yang dianggap sumber masuknya pendatang dari daerah yang tidak 
jelas, cara ini saya rasa akan bisa maksimal jika dilakukan Dinas Sosial," 
tuturnya. Selain itu, dia juga menilai masalah anak jalanan bukan problem anak-
anak tapi orang tua yang tidak mendidik anaknya. 
Data jumlah anak jalanan,pengamen,gelandangan dan pengemis: 
Jenis Tahun 
2010 2011 2012 2013 
Anak jalanan 373 392 419 427 
Pengamen 342 322 302 311 
Gelandangan 90 98 127 140 
Pengemis 96 106 142 165 
           Jumlah 901 918 990 1043 
Sumber:Dinas Sosial Kota Makassar 
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berdasarkan data selama 4 tahun jumlah  anak jalanan,gelandangan dan 
pengemis di kota Makassar mengalami peningkatan secara signifikan setiap 
tahunnya.  
Hasil data menggambarkan kinerja Dinas Sosial yang telah gagal 
menanggulangi anak jalanan karena ternyata anak jalanan makin merebak di 
kota Makassar karena muncul dari luar Makassar seperti Maros, Gowa dll yang 
bernaung di Makassar dan bentuk pengawasan dari Dinas Sosial tidak terlalu 
terorganisir hal ini terjadi karena sumber daya dari Dinas Sosial sedikit dan 
program yang dijalankan tidak sesuai peraturan yang telah di tetapkan.  
Hal inilah yang melatarbelakangi penulis untuk meneliti permasalahan 
kinerja Dinas Sosial dalam penanganan anak jalanan yang di anggap tidak efektif 
dengan mengangkat judul penelitian “Kinerja Dinas Sosial Dalam Pelaksanaan 
Program Pembinaan Anak Jalanan Di Kota Makassar”.  
I.2 Rumusan Masalah 
 Berdasarkan latar belakang yang telah dirumuskan, maka rumusan 
masalah penelitian di rumuskan sebagai berikut: 
1. Bagaimana Kinerja Dinas Sosial dalam pelaksanaan program 
pembinaan anak jalanan di kota Makassar? 
2. Faktor faktor mempengaruhi Kinerja Dinas Sosial dalam pelaksanaan 
program pembinaan anak jalanan di kota Makassar? 
I.3 Tujuan penelitian 
1. Untuk menjelaskan sejauh mana Kinerja Dinas Sosial dalam 
pelaksanaan program pembinaan anak jalanan di kota Makassar. 
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2. Untuk Mengetahui Faktor-Faktor Apa Saja Yang Mempengaruhi Kinerja 
Dinas Sosial Dalam Pelaksanaan Program Pembinaan Anak Jalanan 
Di Kota Makassar? 
 
I.4 Manfaat penelitian 
Adapun Manfaat dari penelitian ini yakni : 
1.4.1  Manfaat Akademik  
Manfaat akademik dalam penelitian ini adalah sebagai referensi bagi 
pihak-pihak yang berkompeten dalam pencarian informasDi atau sebagai 
referensi mengenai Kinerja Dinas Sosial dalam pelaksanaan program 
pembinaan anak jalanan di kota Makassar yang dapat digunakan untuk 
mahasiswa yang menggeluti studi keilmuan bidang manajemen 
1.4.2  Manfaat Praktis 
 Manfaat praktis dalam penelitian ini, diharapkan menjadi bahan masukan 
bagi berbagai instansi terkait, khususnya mengenai Kinerja Dinas Sosial dalam 
pelaksanaan program pembinaan anak jalanan di kota Makassar. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
II.1  Konsep Kinerja 
II.1.1 Pengertian Kinerja 
Pada umumnya manajemen kinerja merupakan suatu cara atau alat untuk 
mendapatkan hasil yang lebih baik bagi organisasi, kelompok dan individu 
dengan memahami dan mengelola kinerja sesuai dengan target yang telah 
direncanakan, standar dan persyaratan kompetensi yang telah ditentukan 
(Amstrong,1995). 
Kinerja menurut para ahli dalam Buku Ismail Nawawi (2013) : 
 Istilah kinerja (performance) menurut the scriber dalam kamus bantam englis 
dictionary (1979) yang dikemukakan oleh Prawiorosentono bahwa kinerja 
dari akahdr kata to perform yang mempunyai beberapa entris sebagai 
Bberikut: 
1. Melakukan, menjalankan dan melaksanakan. 
2. Memenuhi, menjalankan kewajiban suatu nazar. 
3. Menjalankan suatu karakter dalam suatu permainan. 
4. Menggambarkan dengan suara atau alat musik. 
5. Melaksanakan atau menyempurnakan suatu tanggung jawab. 
6. Melakukan suatu kegiatan dalam suatu permainan. 
7. Memainkan pertunjukkan musik. 
8. Melakukan sesuatu yang diharapkan oleh seseorang atau mesin. 
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 Menurut Reu Dan Byar (hal. 212) mengatakan bahwa kinerja adalah 
sebagai tingkat pencapaian hasil. 
 Sedangkan menurut Interplan (hal.212) kinerja adalah berkaitan dengan 
operasi, aktifitas program dan misi organisasi. 
 Murphy Dan Cleverland (hal.212) mengatakan bahwa kinerja ialah kualitas 
perilaku yang beriorentasi pada tugas dan pekerjaaan. 
 Menurut Stoner (hal.213) kinerja adalah fungsi dari motivasi, kecakapan 
dan persepsi peranan. 
 Sedangkan menurut Handoko (hal.213) kinerja sebagai proses dimana 
organisasi mengevaluasi atau menilai prestasi kinerja karyawan. 
Pendapat lain dikemukakan oleh Prawiro Suntoro dalam buku Tika 
(2006:121) bahwa kinerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh seseorang 
atau kelompok orang dalam suatu organisasi sesuai dengan wewenang 
dan tanggung jawab masing masing dalam rangka mencapai tujuan 
organisasi yang bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum dan 
sesuai dengan moral dan etika. 
Pengertian manajemen kinerja menurut Surya Dharma (200:25) 
manajemen kinerja adalah sebuah proses untuk menetapkan apa yang 
harus dicapai dan pendekatannya untuk mengelola dan pengembangan 
manusia melalui suatu cara yang dapat meningkatkan kemungkinan bahwa 
sasaran akan dapat dicapai dalam suatu jangka waktu tertentu baik pendek 
dan panjang. 
Bernardin dan Russel dalam buku Ruky Ahmad (2002): 
“performance is defined as the record of outcomes produced on a specified 
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job function or activity during time periode”. Prestasi atau kinerja adalah 
catatan tentang hasil-hasil yang diperoleh dari fungsi-fungsi  pekerjaan  
tertentu  atau kegiatan  selama  kurun  waktu  tertentu. 
Pengertian kinerja lainnya dikemukakan oleh Payaman Simanjuntak 
(2005) yang mengemukakan kinerja adalah tingkat pencapaian hasil atas 
pelaksanaan tugas tertentu. Kinerja perusahaan adalah tingkat pencapaian 
hasil dalam rangka mewujudkan tujuan perusahaan. Manajemen kinerja 
adalah keseluruhan kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja 
perusahaan atau organisasi, termasuk kinerja masing-masing individu dan 
kelompok kerja di perusahaan tersebut. 
Menurut pendapat Faustino Cardosa Gomes dalam A.A. Anwar 
Prabu Mangkunegara (2005:9) mengemukakan definisi kinerja adalah : 
“sebagai ungkapan seperti output, efisiensi serta efektivitas sering 
dihubungkan dengan produktivitas”. Sedangkan menurut Bambang 
Kusriyanto dalam A.A. Anwar Prabu Mangkunegara (2005:9) kinerja 
adalah: “perbandingan hasil yang dicapai dengan peran serta tenaga kerja 
per satuan waktu (lazimnya per jam)”. 
Menurut Gibson, dkk (2003: 355), job performance adalah hasil dari 
pekerjaan yang terkait dengan tujuan organisasi, efisiensi dan kinerja 
kefektifan kinerja lainnya. Sementara menurut Ilyas (1999: 99), kinerja 
adalah penampilan hasil kerja personil maupun dalam suatu organisasi. 
Penampilan hasil karya tidak terbatas kepada personil yang memangku 
jabatan fungsional maupun struktural tetapi juga kepada keseluruhan 
jajaran personil di dalam organisasi. 
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Menurut Rivai dan Basri, (2005:50).Kinerja adalah hasil atau tingkat 
keberhasilan seseorang secara keseluruhan selama periode tertentu dalam 
melaksanakan tugas dibandingkan dengan berbagai kemungkinan, seperti 
standar hasil kerja, target atau sasaran atau kriteria yang telah ditentukan 
terlebih dahulu telah disepakati bersama. 
Sedangkan Mathis dan Jackson (2006:65) menyatakan bahwa 
kinerja pada dasarnya adalah apa yang dilakukan atau tidak dilakukan 
pegawai. Manajemen kinerja adalah keseluruhan kegiatan yang dilakukan 
untuk meningkatkan kinerja perusahaan atau organisasi, termasuk kinerja 
masing-masing individu dan kelompok kerja di perusahaan tersebut. 
Sementara menurut Ilyas (1999: 99), kinerja adalah penampilan 
hasil kerja personil maupun dalam suatu organisasi. Penampilan hasil 
karya tidak terbatas kepada personil yang memangku jabatan fungsional 
maupun struktural tetapi juga kepada keseluruhan jajaran personil di dalam 
organisasi.  
II.1.2 Konsep Pengukuran Kinerja 
Dalam pemahaman tentang konsep pengukran kinerja, lembaga kinerja 
administrasi negara/LAN (2001:5) menyebutkan pendapat para pakar 
diantaranya pendapat James B. Whittaker (1993) mengemukakan bahwa 
pengukuran kinerja merupakan suatu alat manajemen yang digunakan untuk 
meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas. Pengukuran 
kinerja juga digunakan untuk menilai pencapaian tujuan dan sasaran (goal and 
objectives). 
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Menurut B Whittaker dalam buku (Ismai Nawawi) yaitu elemen kunci dari 
sistem pengukuran kinerja yaitu: 
 Perencanaaan dan penetapan tujuan  
 Pengembangan ukuran yang relevan  
 Pelaporan formal atas hasil 
 Pengunaan informasi 
Menurut wibowo (2010:101) terdapat tujuh indikator untuk menilai kinerja yaitu: 
 Tujuan 
Tujuan merupakan keadaan yang berbeda yang secara aktif di cari oleh 
seorang individu atau organisasi untuk dicapai. 
 Standar 
Standar merupakan suatu ukuran apakah tujuan yang diinginkan dapat 
dicapai. 
 Umpan balik 
Umpan balik merupakan masukan yang dipergunakan untuk mengukur 
kemajuan kinerja,standar kinerja,dan pencapaian kinerja dengan umpan 
balik dapat dilakukan evaluasi terhadap kinerja dan hasilnya dapat 
digunakan untuk perbaikan kinerja. 
 Alat atau sarana 
Alat atau sarana merupakan sumber daya yang dapat dipergunakan 
untuk membantu menyelesaikan tujuan dengan sukses. 
 Kompetensi 
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Kompetensi merupakan kemampuan yang di miliki oleh seseorang untuk 
menjalankan pekerjaan yang di berikan kepada pegawai bersangkutan 
dengan baik. 
 Motif 
Motif adalah alasan atau pendorong bagi seseorang untuk melakukan 
sesuatu. 
 Peluang 
Pegawai perlu mendapatkan kesempatan untuk menunjukkan prestasi 
kerjanya. terdapat dua faktor yang menyebabkan berkurangnya 
kesempatan untuk berkomunikasi yakni ketersediaan waktu dan 
kemampuan untuk memenuhi syarat. 
Dalam pengukuran kinerja ada beberapa indikator yang digunakan, 
secara konseptual lembaga administasi negara lembaga administasi negara/LAN 
(2001:9) Mengemukakan Bahwa Indikator Kinerja Adalah Ukuran Kuantitatif atau 
kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan 
yang telah ditetapkan.oleh karena itu harus merupakan sesuatu yang akan 
dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat 
tingkat kinerja baik dalam tahap perencanaan (ex-ante), tahap pelaksanaan (on-
going), maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfingsi (ex-post). 
Menurut Selim Dan Woodwart Dalam Nasucha (2004:108) 
mengemukakan bahwa ada lima dasar yang bisa dijadikan indikator kinerja 
sektor publik antara lain: 
 Pelayananan yang menunjukkan apakah biaya yang digunakan lebih 
murah daripada yang direncanakan. 
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 Ekonomi, yang menunjukkan apakah biaya yang digunakan lebih murah 
daripada yang direncanakan. 
 Efisiensi, yang menunjukkan perbandingan hasil yang dicapai dengan 
pengeluaran. 
 Efektifitas, yang menunjukkan tingkat keadilan potensial dan kebijakan 
yang dihasilkan. 
Sedangkan menurut Dwiyanto (2008:48-49) dalam buku (Reformasi 
Birokrasi di Indonesia) menjelaskan beberapa indikator yang digunakan untuk 
mengukur kinerja birokrasi publik, yaitu: 
1. Kualitas layanan, isu mengenai kualitas layanan cenderung menjadi 
semakin penting dalam menjelaskan kinerja organisasi pelayanan publik. 
Banyak pandangan negatif yang terbentuk mengenai organisasi publik 
muncul karena ketidakpuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang 
diterima dari organisasi publik. Keuntungan utama menggunakan 
kepuasaan masyarakat seringkali tesedia secara mudah dan murah. 
Informasi mengenai kepuasaan terhadapa kualitas pelayanan seringkali 
dapat diperoleh dari media massa dan diskusi publik. Akibat akses 
terhadap informasi mengenai kepuasaan masyarakat terhadap kualitas 
layanan relatif sangat tinggi, maka bisa menjadi satu ukuran kinerja 
organisasi publik yang mudah dan murah dipergunakan. Kepuasaan 
masyarakat bisa menjadi parameter untuk menilai kinerja organisasi  
publik.  
2. Responsivitas, yaitu kemampuan organisasi untuk mengenali kebutuhan 
masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan, mengembangkan 
program-program pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi  
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masyarakat. Secara singkat responsivitas disini menunjuk pada 
keselarasan antara program dan kegiatan pelayanan dengan kebutuhan 
dan aspirasi masyarakat. Responsivitas dimasukkan sebagai salah satu 
indikator kinerja karena responsivitas secara langsung menggambarkan 
kemampuan organisasi publik dalam menjalankan misi dan tujuannya, 
terutama untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Responsivitas yang 
rendah ditunjukkan dengan ketidakselarasan antara pelayanan dengan 
kebutuhan masyarakat. Hal tersebut jelas menunjukkan kegagalan 
organisasi dalam mewujudkan misi dan tujuan organisasi publik. 
Organisasi yang memiliki responsivitas rendah dengan sendirinya memiliki 
kinerja yang jelek pula. 
3. Responsibilitas, menjelaskan apakah pelaksanaan kegiatan birokrasi publik 
itu sesuai dengan prinsip administrasi yang benar dengan kebijakan 
birokrasi baik yang ekspilisit dan implisit. 
4. Akuntabilitas, Akuntabilitas Publik menunjuk pada seberapa besar 
kebijakan dan kegiatan organisasi publik tunduk pada para pejabat public 
yang dipilih oleh rakyat. Asumsinya adalah bahwa para pejabat politik 
tersebut karena dipilih oleh rakyat, dengan sendirinya akan selalu 
merepresentasikan kepentingan rakyat. Dalam konteks ini, konsep dasar 
akuntabilitas publik dapat digunakan untuk melihat seberapa besar 
kebijakan dan kegiatan organisasi publik itu konsisten dengan kehendak 
masyarakat banyak. Kinerja organisasi publik tidak hanya bisa dilihat dari 
ukuran internal yang dikembangkan oleh organisasi publik atau 
pemerintah, seperti pencapaian target. Kinerja sebaiknya harus dinilai dari 
ukuran eksternal, seperti nilai-nilai dan norma yang berlaku dalam 
  
16 
 
masyarakat. Suatu kegiatan organisasi publik memiliki akuntabilitas yang 
tinggi kalau kegiatan itu dianggap benar dan sesuai dengan nilai dan 
norma yang berkembang dalam masyarakat. 
Dalam buku Ismail Nawawi (2013:243), ada beberapa jenis indikator 
kinerja yang sering digunakan dalam pelasanaan pengukuran kinerja organisasi, 
yaitu. 
1. Indikator masukan adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar 
pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran, 
indikator ini berupa dana, sumber daya manusia, informasi, 
kebijakan/peraturan perundang-undangan dan sebagainya. 
2. Indikator proses adalah segala besar yang menunjukkan upaya yang 
dilakukan dalam rangka mengolah masukan menjadi keluaran. Indikator 
proses mengambarkan perkembangan atau aktifitas yang terjadi atau 
dilakukan selama pelaksanaan kegiatan berlangsung, khususnya dalam 
proses mengollah masukan menjadi keluaran. 
3. Indikator keluaran adalah sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dari 
suatu kegiatan yang dapat berupa fisik dan /atau non fisik. 
II.2.1 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja  
Menurut Prawirosentono (1999:27) dalam buku Kebijakan Kinerja 
Karyawan faktor-faktor yang memengaruhi kinerja yaitu: 
a. Efektifitas dan efisiensi  
Bila suatu tujuan tertentu akhirnya bisa dicapai, kita boleh mengatakan 
bahwa kegiatan tersebut efektif tetapi apabila akibat-akibat yang tidak dicari 
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kegiatan menilai yang penting dari hasil yang dicapai sehingga 
mengakibatkan kepuasan walaupun efektif dinamakan tidak efesien. 
Sebaliknya, bila akibat yang dicari-cari tidak penting atau remeh maka 
kegiatan tersebut efesien. 
b. Otoritas (wewenang) 
Otoritas menurut adalah sifat dari suatu komunikasi atau perintah dalam 
suatu organisasi formal yang dimiliki seorang anggota organisasi kepada 
anggota yang lain untuk melakukan suatu kegiatan kerja sesuai dengan 
kontribusinya (Prawirosentono, 1999:27). Perintah tersebut mengatakan apa 
yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dalam organisasi tersebut. 
c. Disiplin 
Disiplin adalah taat kepada hukum dan peraturan yang berlaku 
(Prawirosentono, 1999:27). Jadi, disiplin karyawan adalah kegiatan karyawan 
yang bersangkutan dalam menghormati perjanjian kerja dengan organisasi 
dimana dia bekerja. 
d. Inisiatif  
Inisiatif yaitu berkaitan dengan daya pikir dan kreatifitas dalam membentuk 
ide untuk merencanakan sesuatu yang berkaitan dengan tujuan organisasi. 
Sedangkan menurut Grifin dalam Sule dan Saefullah (2005:235) Kinerja 
terbaik ditentukan oleh 3 faktor, yaitu:  
1. Kemampuan 
Kemampuan yaitu kapabilitas dari tenaga kerja atau SDM untuk melakukan 
pekerjaan. Kemampuan SDM berkaitan dengan latar belakangnya seperti 
pendidikan serta kemampuan softskill lainnya. 
2. Motivasi 
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Motivasi yaitu yang terkait dengan keinginan untuk melakukan pekerjaan. 
Dalam suatu organisasi ataupun instansi motivasi sangat dibutuhkan dalam 
mempengaruhi kinerja dari karyawan/pegawai. Motivasi berkaitan dengan 
pemberian dorongan kepada pegawai dalam melakukan sebuah pekerjaan. 
3. Lingkungan pekerjaan 
Lingkungan pekerjaan yaitu sumber daya dan situasi yang dibutuhkan untuk 
melakukan suatu pekerjaan tersebut. Dalam indikator ini, program pembinaan 
anak jalanan diharapkan mampu diterima oleh lingkungan sekitar, terkhusus 
masyarakat, pemerintah kota serta SKPD yang lain. 
 
II.1.3 Strategi dan Metode Pengukuran Kinerja Organisasi 
 Pengukuran kinerja merupakan alat yang bermanfaat dalam usah 
pencapaian tujuan,oleh karena melalui pengukuran kinerja dapat dilakukan 
proses penilaian terhadap pencapaian tujuan yang sudah ditetapkan dan 
pengukuran kinerja dapat memberikan penilaian (justifikasi) yang objektif dalam 
pengambilan keputusan organisasi maupun manajemen. 
 Ada beberapa strategi kunci untuk menerapkan sistem pengukuran 
kinerja yang tepat dalam rangka mencapai tujuan yang ditetapkan dalam 
perencanaan stategis. Menurut lembaga admistrasi negara (2001:13-19) 
dikemukakan stategi sebagai berikut: 
1. Melibatkan pimpinan puncak 
Sebagian besar organisasi yang telah menerapakn pengukuran 
kinerja perkenalkan, kemudian dipimpin dan dipromosikan oleh pihak top 
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management (kepemimpinan) terhadap pengembangan dan penggunaaan 
pengukuran kinerja merupakan elemen penting bagi suksesnya sistem 
pengukuran kinerja. 
2.  Sense of urgency 
Dorongan untuk maju atau maju secara lebih agresif ke arah 
peningkatan pengukuran kinerja dan sistem manajemen kinerja dan sistem 
manajemen kinerja secara umum adalah sebagai akibat dari kejadian yang 
tidak menyenangkan yang terjadi berulang ulang, yaitu suatu kondisi yang 
mengancam eksistensi suatu organisasi. 
3.  Keselarasan dengan arah strategis. 
Sistem pengukuiran kinerja akan sukses apabila stategis organisasi 
dan pengukuran kinerja bisnis yang berkaitan yaitu selaras dengan tujuan 
organisasi secara keseluruhan. Pimpinan tertinggi organisasi 
menyampaikan visi, misi dan arah strategis organisasi kepada seluruh 
karyawan dan para pelanggan externalnya secara pasti (tepat) dan 
berulang ulang. Kemudian tujuan organisasi dikomunikasikan kepada para 
karyawan dalam beberapa faktor yang berbeda, baik secara visual maupun 
verbal. 
4. Kerangka kerja konseptual. 
Sistem pengukuran kinerja suatu organisasi sebaiknya menjadi 
bagian intergral dalam keseluruhan proses manajemen dan secara 
langsung dapat mendukung pencapaian tujuan organisasi yang 
mendasar. Pada kenyataannya pada beberapa kasus, sistem pengukuran 
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kinerja adalah juga merupakan proses manajemen. Contoh dari kerangka 
kerja konseptual dalam mengorganisasi sistem pengukuran adalah 
termasuk penggunanaan beberapa hal berikut ini: 
 Ukuran penyeimbang. 
 Sistem matrix. 
 Penentuan target (sasaran). 
 Bench marketing. 
 Penentuan tujuan. 
5.  Komunikasi 
Komunikasi merupakan hal penting dalam penciptaaan dan pemeliharaan 
sistem pengukuran kinerja.komunikasi sebaiknya dari berbagai arah, 
berasal dari top-down, bottom-up dan secara horizontal berada dalam 
lintas organisasi. 
6.  Keterlibatan karyawan 
Keterlibatan karyawan merupakan satu cara terbaik dalam menciptakan 
budaya yang positif untuk menciptakan pengukuran kinerja. 
7.  Perencanaan strategis yang beriorentasi pada pelanggan tersedia 
beberapa alat yang dapat membantu organisasi yang mengidentifiasi 
kebutuhan pelanggan tersebut. 
8.  Mulai melakukan pengukuran kinerja. 
Terdapat 3 elemen yang bermanfaat dalam membangun dan menerapkan 
sistem pengukuran kinerja yaitu : 
a. Perubahan dalam manajemen perencanaan. 
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b. Pembentukan tim. 
c. Pelatihan tepat waktu. 
9.  Membuat dan memperbarui ukuran kinerja dan tujuan. 
Untuk masing masing tujuan dan cita-cita perusahaan, pengukuran 
kinerja, pijakan dasar dan target kinerja perlu dibuat secara keseluruhan 
dalam organisasi maupun per program atau per proses. Sehingga dengan 
demikian, para pimpinan dapat bekerja dalam tim multidisplinan focus 
group dan atau dengan pata stakeholder untuk membangun ukuran yang 
dari tujuan dan cita-cita organisasi. 
10.  Menciptakan akuntabilitas kinerja. 
Suatu instansi/unit kerja perlu menentukan siapa yang bertanggung jawab 
terhadap pengukuran kinerja seseorang harus bertanggung jawab dalam 
mendpatkan informasi yang diperlukan dan melaporkannya secara tepat 
waktu. 
11.  Pengumpulan data dan pelaporan. 
Pengukuran kinerja harus tepat waktu, mudah diimplementasikan dan 
didefinisikan secara jelas. Kecepatan adalah merupakan hal penting 
dalam pengumpulan dan pendistibusian data. 
12.  Menganalisa dan meninjau ulang data kinerja.  
 Beragam proses dapat digunakan untuk menganalis dan memvalidasi 
data kinerja termasuk melalui operation research, analisi statistik, quality 
control dan proses analisis biaya, dan teknik lainnya salah satu metode 
yang sangat bermanfaat dalam mengukur kinerja adalah statistical 
process control (spc). 
13.  Evaluasi dan penggunaaan informasi kinerja. 
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Informasi mengenai kinerja harus ditinjau ulang secara formal dan apabila 
perlu ditingkatkan dan diseserhanakan. Penyerdahanaan dilakukan 
apabila ukuran kinerja yang akan digunakan menjadi sulit untuk dikelola 
atau diukur. 
14.   Pelaporan kinerja kepada para pelanggan dan stakeholder. 
Data yang tersedia sebaiknya dilaporkan dan kinerja perlu dijelaskan 
secara internal dan informasi mengenai kinerja sebaiknya dikonsolidasi 
secara lintas organisasi. Informasi sebaiknya jangan hanya diberikan 
didalam saja tetapi perlu dikomuniaksikan secara external dengan para 
pelanggan dan stakeholder melalui rapat tahunan. 
15.    Mengulangi siklus. 
      Dengan informasi kinerja, masyarakat dan stakeholder akan 
memperoleh masukan dari mereka demi kepentingan proses 
perencanaan. Pihak berkepentingan menggunakan informasi untuk 
menentukan proritas.  
II.1.4 Konsep Penanganan Anak Jalanan 
Pengertian anak jalanan, anak jalanan menurut PBB adalah anak 
yang menghabiskan sebagian besar waktunya dijalanan untuk bekerja, 
bermain atau beraktivitas lain. Anak jalanan tinggal di jalanan karena 
dicampakkan atau tercampakkan dari keluarga yang tidak mampu 
menanggung beban karena kemiskinan dan kehancuran keluarganya. 
Adapun dari Peraturan Daerah No 2 Tahun 2008 Kota Makassar 
menyatakan bahwa Anak jalanan adalah anak yang beraktifitas di jalanan 
antara 4 – 8 jam perhari. 
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Menurut Soedijar (1989:16) dalam studinya menyatakan bahwa anak 
jalanan adalah anak usia antara 7 sampai 15 tahun yang bekerja di jalanan 
dan tempat umum lainnya yang dapat mengganggu ketentraman dan 
keselamatan orang lain serta membahayakan dirinya sendiri. 
Menurut Putranto dalam Agustin (2002) dalam studi kualitatifnya 
mendefinisikan anak jalanan sebagai anak berusia 6 sampai 15 tahun yang 
tidak bersekolah lagi dan tidak tinggal bersama orang tua mereka, dan 
bekerja seharian untuk memperoleh penghasilan di jalanan, persimpangan 
dan tempat-tempat umum. 
  Peter Davies memberikan pemahaman bahwa fenomena anak-anak 
jalanan sekarang ini merupakan suatu gejala global. Pertumbuhan urbanisasi 
dan membengkaknya daerah kumuh di kota-kota yang paling parah 
keadaannya adalah di negara berkembang, telah memaksa sejumlah anak 
yang semakin besar untuk pergi ke jalanan ikut mencari makan demi 
kelangsungan hidup keluarga dan bagi dirinya sendiri. 
            Dalam buku “Intervensi Psikososial” (Depsos, 2001:20), anak jalanan 
adalah anak yang sebagian besar menghabiskan waktunya untuk mencari 
nafkah atau berkeliaran di jalanan atau tempat-tempat umum lainnya.  
Berdasarkan hasil kajian lapangan, secara garis besar anak jalanan dibedakan 
dalam tiga kelompok (Surbakti dkk.eds : 1997) : 
1. Children on the street 
Yakni anak-anak yang mempunyai kegiatan ekonomi – sebagai pekerja 
anak di jalan, tetapi masih mempunyai hubungan yang kuat dengan orangtua 
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mereka. Sebagian penghasilan mereka dijalankan pada kategori ini adalah 
untuk membantu memperkuat penyangga ekonomi keluarganya karena 
beban atau tekanan kemiskinan yang mesti di tanggung tidak dapat 
diselesaikan sendiri oleh kedua orang tuanya. 
2. Children of the street 
Yakni anak-anak yang berpartisipasi penuh dijalankan, baik secara social 
maupun ekonomi. Beberapa diantara mereka masih mempunyai hubungan 
dengan orang tuanya, tetapi frekwensi pertemuan mereka tidak menentu. 
Banyak diantara mereka adalah anak-anak yang karena suatu sebab 
biasanya kekerasan atau lari dari rumah. 
3.   Children From Family Of The Street 
Yakni anak-anak yang berasal dari keluarga yang hidup dijalanan. Meski 
anak-anak ini mempunyai hubungan kekeluargaan yang cukup kuat, tetapi 
hidup mereka terombang-ambing dari satu tempat ke tempat yang lai dengan 
segala resikonya (Blanc & Associate, 1990;Irwanto dkk,1995; Taylor & Veale, 
1996). Salah satu cirri penting dari kategori ini adalah pemampangan 
kehidupan jalanan sejak masih bayi bahkan sejak masih dalam kandungan. 
Di Indonesia kategori ini dengan mudah ditemui di berbagai kolong jembatan, 
rumah-rumah liar sepanjang rel kereta api dan pinggiran sungai walau secara 
kwantitatif jumlahnya belum diketahui secara pasti. 
Karakteristik anak jalanan terbagi dua yaitu: 
a. Ciri Fisik 
 Warna kulit kusam 
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  Rambut kemerahan 
 Kebanyakan berbadan kurus 
 Pakaian tidak terurus 
b. Ciri Psikis 
 Mobilitas tinggi 
 Acuh tak uacuh 
 Penuh curiga 
 Sangat sensistif berwatak keras                      
 Kreative 
 Semangat hidup tinggi 
 Berani tanggung resiko 
 Mandiri 
II.1.5 Asas, Tujuan Dan Sasaran Pembinaan 
Pembinaan anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen 
dilakukan berdasarkan : 
a. Asas Pengayoman; 
b. Asas Kemanusiaan; 
c. Asas Kekeluargaan; 
d. Asas Keadilan; 
e. Asas Ketertiban dan Kepastian Hukum; 
f. Asas Keseimbangan, Keserasian dan Keselarasan. 
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Pembinaan terhadap anak jalanan, gelandangan pengemis dan pengamen 
dilakukan dengan tujuan : 
a) memberikan perlindungan dan menciptakan ketertiban serta ketentraman 
masyarakat; 
b) menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat sebagai 
warga negara yang harus dihormati; 
c) menjaga sifat-sifat kekeluargaan melalui upaya musyawarah dalam 
mewujudkan kehidupan bersama yang tertib dan bermartabat; 
d) menciptakan perlakuan yang adil dan proporsional dalam mewujudkan 
kehidupan bermasyarakat; 
e) meningkatkan ketertiban dalam masyarakat melalui kepastian hukum yang 
dapat melindungi warga masyarakat agar dapat hidup tenang dan damai; 
f) mewujudkan keseimbangan, keselarasan, keserasian antara kepentingan 
individu dan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan negara. 
Sasaran pembinaan anak jalanan, gelandangan, pengemis dan 
pengamen meliputi : 
1) anak yang berada di tempat umum yang berperilaku sebagai pengemis, 
pemulung dan pedagang asongan yang dapat mengganggu ketertiban 
umum, keamananan dan kelancaran lalu lintas termasuk anak yang 
beraktifitas atas nama organisasi sosial, yayasan, lembaga swadaya 
masyarakat (LSM) dan panti asuhan; 
2) pengamen yang melakukan aktifitas di jalanan berperilaku sebagai 
pengemis yang dapat membahayakan dirinya atau orang lain, keamanan 
dan kenyamanan lalu lintas; 
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3) gelandangan, pengemis termasuk pengemis eks kusta, gelandangan 
psikotik dan penyandang cacat yang mengemis di tempat umum; 
4) pengguna jalan yang memberi uang dan / atau barang ditempat umum 
dengan alasan beramal dan karena rasa belas kasihan kepada anak 
jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen; 
5) orang tua dan / atau keluarga anak jalanan, gelandangan, pengemis dan 
pengamen; 
6) keluarga pengemis eks kusta dan penyandang kusta; 
7) pelaku eksploitasi baik orang tua sendiri maupun orang lain yang dengan 
sengaja menyuruh orang lain, keluarga dan mempekerjakan anak 
dibawah umur untuk turun ke jalanan sebagai pengemis. 
Adapun gambaran permasalahan penyebab munculnya masalah sosial 
seperti gelandangan, pengemis dan anak jalanan dapat di uraikan sebagai 
berikut : 
1.    Masalah kemiskinan. 
Kemiskinan merupakan faktor dominan yang menyebabkan banyaknya 
gelandangan, pengemis dan anak jalanan. Kemiskinan dapat memaksa 
seseorang menjadi gelandangan karena tidak memiliki tempat tinggal yang layak, 
serta menjadikan mengemis sebagai pekerjaan. Selain itu anak dari keluarga 
miskin menghadapi risiko yang lebih besar untuk menjadi anak jalanan karena 
kondisi kemiskinan yang menyebabkan mereka kerap kali kurang terlindungi. 
2.    Masalah Pendidikan 
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Pada umumnya tingkat pendidikan gelandangan dan pengemis relatif rendah 
sehingga menjadi kendala bagi mereka untuk memperoleh pekerjaan yang layak. 
3.    Masalah keterampilan kerja 
Pada umumnya gelandangan dan pengemis tidak memiliki keterampilan yang 
sesuai dengan tuntutan pasar kerja. 
4.    Masalah sosial budaya 
Ada beberapa faktor sosial budaya yang mengakibatkan seseorang menjadi 
gelandangan dan pengemis. Antara lain: 
a)    Rendahnya harga diri. 
Rendahnya harga diri kepada sekelompok orang, mengakibatkan mereka tidak 
memiliki rasa malu untuk meminta-minta. 
b)    Sikap pasrah pada nasib. 
Mereka menganggap bahwa kemiskinan adalah kondisi mereka sebagai 
gelandangan dan pengemis adalah nasib, sehingga tidak ada kemauan untuk 
melakuan perubahan. 
c)    Kebebasan dan kesenangan hidup mengelandang 
             Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi munculnya anak jalanan 
menurut Departemen Sosial (2001: 25-26) ada 3 macam, yakni faktor pada 
tingkat mikro (immediate causes), faktor pada tingkat messo (underlying causes), 
dan faktor pada tingkat makro (basic causes). 
a.    Tingkat Mikro (Immediate Causes) 
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Faktor pada tingkat mikro ini yaitu faktor yang berhubungan 
dengan anak dan keluarganya. Departemen Sosial (2001: 25-26) 
menjelaskan pula bahwa pada tingkat mikro sebab yang bisa diidentifikasi 
dari anak dan keluarga yang berkaitan tetapi juga berdiri sendiri. Selain 
itu, Odi Shalahudin (2004:71) menyebutkan pula faktor-faktor yang 
disebabkan oleh keluarga yakni sebagai berikut: Ekonomi, Perceraian 
dan kehilangan orang tua, Kekerasan keluarga, Keterbatasan ruang 
dalam rumah, Eksploitasi ekonomi. 
b.    Tingkat Messo (Underlying Causes). 
Faktor-faktor penyebab munculnya anak jalanan pada tingkat messo 
ini yaitu faktor yang ada di masyarakat. Menurut Departemen Sosial RI (2001: 
25-26), pada tingkat messo (masyarakat), sebab yang dapat diidentifikasi 
meliputi: 
1. Pada masyarakat miskin, anak-anak adalah aset untuk membantu 
peningkatan pendapatan keluarga, anak-anak diajarkan bekerja yang 
menyebabkan drop out dari sekolah. 
2. Pada masyarakat lain, urbanisasi menjadi menjadi kebiasaan dan anak-
anak mengikuti kebiasaan itu. 
3. Penolakan masyarakat dan anggapan anak jalanan sebagai calon 
kriminal. 
Selain itu, Odi Shalahudin (2004:71) juga memaparkan faktor 
lingkungan munculnya anak jalanan yang bisa dikategorikan dalam faktor 
pada tingkat messo yakni sebagai berikut: ikut-ikutan teman, bermasalah 
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dengan tetangga atau komunitas, ketidakpedulian atau toleransi lingkungan 
terhadap keberadaan anak jalanan. 
c.    Tingkat Makro (Basic Causes) 
Faktor-faktor penyebab munculnya anak jalanan pada tingkat makro 
yaitu faktor yang berhubungan dengan struktur makro. Departemen Sosial RI 
(2001: 25-26) menjelaskan bahwa pada tingkat makro (struktur masyarakat), 
sebab yang dapat diidentifikasi adalah: 
1. Ekonomi, adalah adanya peluang pekerjaan sektor informal yang tidak 
terlalu membutuhkan modal keahlian, mereka harus lama di jalanan dan 
meninggalkan bangku sekolah, ketimpangan desa dan kota yang 
mendorong urbanisasi. Migrasi dari desa ke kota mencari kerja, yang 
diakibatkan kesenjangan pembangunan desakota, kemudahan 
transportasi dan ajakan kerabat, membuatbanyak keluarga dari desa 
pindah ke kota dan sebagian dari mereka terlantar, hal ini mengakibatkan 
anak-anak mereka terlempar ke jalanan. 
2. Penggusuran dan pengusiran keluarga miskin dari tanah/rumah mereka 
dengan alasan “demi pembangunan”, mereka semakin tidak berdaya 
dengan kebijakan ekonomi makro pemerintah yang lebih menguntungkan 
segelintir orang. 
3. Pendidikan, adalah biaya sekolah yang tinggi, perilaku guru yang 
diskriminatif, dan ketentuan-ketentuan teknis dan birokratis yang 
mengalahkan kesempatan belajar. Meningkatnya angka anak putus 
sekolah karena alasan ekonomi, telah mendorong sebagian anak untuk 
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menjadi pencari kerja dan jalanan mereka jadikan salah satu tempat untuk 
mendapatkan uang. 
4. Belum beragamnya unsur-unsur pemerintah memandang anak jalanan 
antara sebagai kelompok yang memerlukan perawatan (pendekatan 
kesejahteraan) dam pendekatan yang menganggap anak jalanan sebagai 
trouble maker atau pembuat masalah (security approach / pendekatan 
keamanan). 
5. Adanya kesenjangan sistem jaring pengamanan sosial sehingga jaring  
pengamanan sosial tidak ada ketika keluarga dan anak menghadapi 
kesulitan. 
6. Pembangunan telah mengorbankan ruang bermain bagi anak lapangan, 
taman, dan lahan-lahan kosong). Dampaknya sangat terasa pada daerah-
daerah kumuh perkotaan, dimana anak-anak menjadikan jalanan sebagai 
ajang bermain dan bekerja. 
 
II.2 Kerangka Konsep  
Untuk mengetahui kinerja suatu organisasi  yaitu Dinas Sosial dalam 
penanganan anak jalanan maka perlu diketahui apakah standar kinerja Dinas 
Sosial dalam penanganan anak jalanan telah berjalan dengan baik atau tidak. 
berjalannya standarisasi penanganan anak jalanan dapat dilihat dari kinerja 
Dinas Sosial itu sendiri dalam melakukan program-program untuk menangani 
anak jalanan. Sesuai dengan teori yang telah di jelaskan pada tinjauan pustaka 
sebelumnya maka untuk melengkapi kerangka konsep pada penelitian ini, 
penulis berpedoman pada teori yang dikemukakan oleh Dwiyanto (2006:50-51) 
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dalam buku (Reformasi Birokrasi di Indonesia) mengenai pengukuran kinerja 
birokrasi public dan factor-faktor penilaian kinerja organisasi menurut Grifin 
dalam Sule dan Saefullah (2005:235). Untuk lebih jelasnya terdapat skema 
kerangka konsep yang menjadi landasan pemikiran dalam penelitian ini. 
 
 
 
 
 
 
  
Gambar 2.1: Kerangka Konsep Penelitian 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Indikator Kinerja 
Organisasi: 
 Produktifitas. 
 Kualitas layanan. 
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Mempengaruhi Kinerja 
Organisasi: 
 Kemampuan. 
 Motivasi. 
 Lingkungan 
Pekerjaan. 
Kinerja Dinas Sosial Dalam 
Pelaksanaan Program 
Pembinaan Anak Jalanan Di 
Kota Makassar. 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
III.1 Pendekatan Penelitian 
Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif dimana 
dalam penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif yaitu untuk mengetahui atau 
menggambarkan kenyataan dari kejadian yang diteliti sehingga memudahkan 
penulis untuk mendapatkan data yang objektif dalam rangka untuk mengetahui 
kinerja Dinas Sosial dalam penanganan anak jalanan di kota Makassar. 
II.2 Lokasi Penelitian 
Lokasi penelitian merupakan suatu tempat atau wilayah dimana penelitian 
akan dilakukan. Adapun tempat penelitian yang akan dilakukan oleh penulis  
berlokasi di Dinas Sosial yang beralamat di Jl. A.R.Hakim No.50 Kota Makassar. 
Hal ini dikarenakan kebijakan teknis dalam penanganan anak jalanan dalam 
pembinaannya dilakukan oleh dinas sosial kota Makassar maka dari itu kinerja 
yang dilakukan oleh dinas sosial kota Makassar menjadi fokus penelitian. 
Sehingga penulis mengambil dinas sosial sebagai lokasi penelitian. 
III.3 Fokus Penelitian 
III.3.1 Indikator Penilaian Kinerja 
1. Kualitas layanan, isu mengenai kualitas layanan cenderung menjadi 
semakin penting dalam menjelaskan kinerja organisasi pelayanan publik. 
Banyak pandangan negatif yang terbentuk mengenai organisasi publik 
muncul karena ketidakpuasan masyarakat terhadap kualitas layanan 
yang diterima dari organisasi publik. Keuntungan utama menggunakan 
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kepuasaan masyarakat seringkali tesedia secara mudah dan murah. 
Informasi mengenai kepuasaan terhadapa kualitas pelayanan seringkali 
dapat diperoleh dari media massa dan diskusi publik. Akibat akses 
terhadap informasi mengenai kepuasaan masyarakat terhadap kualitas 
layanan relatif sangat tinggi, maka bisa menjadi satu ukuran kinerja 
organisasi publik yang mudah dan murah dipergunakan. Kepuasaan 
masyarakat bisa menjadi parameter untuk menilai kinerja organisasi  
publik.  
2. Responsivitas, yaitu kemampuan organisasi untuk mengenali kebutuhan 
masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan, 
mengembangkan program-program pelayanan publik sesuai dengan 
kebutuhan dan aspirasi  masyarakat. Secara singkat responsivitas disini 
menunjuk pada keselarasan antara program dan kegiatan pelayanan 
dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Responsivitas dimasukkan 
sebagai salah satu indikator kinerja karena responsivitas secara langsung 
menggambarkan kemampuan organisasi publik dalam menjalankan misi 
dan tujuannya, terutama untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. 
Responsivitas yang rendah ditunjukkan dengan ketidakselarasan antara 
pelayanan dengan kebutuhan masyarakat. Hal tersebut jelas 
menunjukkan kegagalan organisasi dalam mewujudkan misi dan tujuan 
organisasi publik. Organisasi yang memiliki responsivitas rendah dengan 
sendirinya memiliki kinerja yang jelek pula. 
3. Responsibilitas, menjelaskan apakah pelaksanaan kegiatan birokrasi 
publik itu sesuai dengan prinsip administrasi yang benar dengan 
kebijakan birokrasi baik yang ekspilisit dan implisit. 
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4. Akuntabilitas, Akuntabilitas Publik menunjuk pada seberapa besar 
kebijakan dan kegiatan organisasi publik tunduk pada para pejabat public 
yang dipilih oleh rakyat. Asumsinya adalah bahwa para pejabat politik 
tersebut karena dipilih oleh rakyat, dengan sendirinya akan selalu 
merepresentasikan kepentingan rakyat. Dalam konteks ini, konsep dasar 
akuntabilitas publik dapat digunakan untuk melihat seberapa besar 
kebijakan dan kegiatan organisasi publik itu konsisten dengan kehendak 
masyarakat banyak. Kinerja organisasi publik tidak hanya bisa dilihat dari 
ukuran internal yang dikembangkan oleh organisasi publik atau 
pemerintah, seperti pencapaian target. Kinerja sebaiknya harus dinilai 
dari ukuran eksternal, seperti nilai-nilai dan norma yang berlaku dalam 
masyarakat. Suatu kegiatan organisasi publik memiliki akuntabilitas yang 
tinggi kalau kegiatan itu dianggap benar dan sesuai dengan nilai dan 
norma yang berkembang dalam masyarakat. 
III.3.2 Faktor-Faktor Memepengaruhi Kinerja 
1. Kemampuan yaitu kapabilitas dari tenaga kerja atau SDM untuk 
melakukan pekerjaan. Kemampuan SDM berkaitan dengan latar 
belakangnya seperti Pendidikan serta kemampuan soft skill lainnya. 
2. Motivasi yaitu yang terkait dengan keinginan untuk melakukan 
pekerjaan. Dalam suatu organisasi ataupun instansi motivasi sangat 
dibutuhkan dalam mempengaruhi kinerja dari karyawan/pegawai. 
Motivasi berkaitan dengan pemberian dorongan kepada pegawai dalam 
melakukan sebuah pekerjaan. 
3. Lingkungan pekerjaan yaitu sumber daya dan situasi yang dibutuhkan 
untuk melakukan suatu pekerjaan tersebut. Dalam indikator ini, program 
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pembinaan anak jalanan diharapkan mampu diterima oleh lingkungan 
sekitar, terkhusus masyarakat, pemerintah kota serta SKPD yang lain. 
III.4 Tipe Penelitian 
Tipe penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yang berarti berupaya 
menggambarkan secara umum tentang masalah yang diteliti, kinerja Dinas 
Sosial dalam penanganan anak jalanan di kota Makassar. 
III.5 Unit Analisis 
Unit analisis penelitian ini adalah organisasi, yakni Dinas Sosial kota 
Makassar dimana berfokus pada aparat/pegawai yang terlibat dalam 
penanganan anak jalanan di kota Makassar. Penentuan unit analisis ini untuk 
mengetahui kinerja Dinas Sosial dalam penanganan anak jalanan di kota 
Makassar. 
III.6 Narasumber atau Informan 
Informan adalah orang yang berada pada lingkup penelitian, artinya orang 
yang dapat memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. 
Untuk memperoleh data secara representatif, maka diperlukan informan kunci 
yang memahami dan mempunyai kaitan dengan permasalahan yang sedang 
dikaji. Adapun informan tersebut adalah sebagai berikut: 
1. Kepala Dinas Sosial Kota Makassar  
2. Kepala Bidang Rencana Sosial, Dinas Sosial Kota Makassar 
3. 3 Orang Anak Jalanan 
4. 2 Orang Pekerja Sosial 
5. Ketua Komunitas Anak Jalanan 
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III.7 Jenis dan Sumber Data 
Sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan 
tindakan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. 
Dimana data hasil penelitian didapatkan melalui 2 sumber data, yaitu : 
1. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber data yaitu 
informan yang yang dianggap berpotensi dalam memberikan informasi yang 
relevan dan sebenarnya di lapangan melalui wawancara. 
2. Data sekunder, yaitu data pendukung yang diperoleh dari litelatur-litelatur dan 
dokumen-dokumen serta laporan-laporan yang berhubungan dengan 
permasalahan yang diteliti. 
III.8 Teknik Pengumpulan Data 
Dalam penelitian ini jenis data yang dikumpulkan adalah data primerd dan 
data sekunder. Untuk mengumpulkan data primer dan data sekunder peneliti 
menggunakan beberapa instrumen pengumpulan data yaitu : 
1. Wawancara 
Menurut Miles dan Huberman, wawancara (interview) adalah kegiatan yang 
dilakukan pada saat konteks yang dianggap tepat guna dalam mendapatkan 
data yang mempunyai kedalaman dan dapat dilakukan berkalikali secara 
frekuentatif sesuai dengan keperluan peneliti tentang kejelasan masalah 
penelitian yang difokuskannya. Teknik ini dimaksudkan agar peneliti mampu 
mengeksplorasi data dari informan yang bersifat nilai, makna, dan 
pemahamannya. 
2. Observasi 
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Observasi yakni pencatatan yang sistematis terhadapa gejala-gejala yang 
diteliti. Kegiatan pengamatan terhadap obyek penelitian ini untuk 
memperoleh keterangan yang lebih akurat mengenai hal-hal yang diteliti yang 
terkait dengan kinerja Dinas Sosial dalam penanganan anak jalanan di kota 
Makassar 
III.9 Teknik Analisis Data 
wProses analisis data dilakukan secara terus menerus dimulai dengan 
menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu dari 
wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, 
dokumen dan sebagainya sampai dengan penarikan kesimpulan. Didalam  
melakukan analisis data peneliti mengacu kepada beberapa tahapan yang 
dijelaskan Miles dan Huberman yang terdiri dari beberapa tahapan antara lain: 
1. Pengumpulan informasi melalui wawancara terhadap key informan yang 
compatible terhadap penelitian kemudian observasi langsung ke lapangan 
untuk menunjang penelitian yang dilakukan agar mendapatkan sumber data 
yang diharapkan. 
2. Reduksi data (data reduction) yaitu proses pemilihan, pemusatan perhatian 
pada penyerderhanaan, transformasi data kasar yang muncul dari catatan-
catatan di lapangan selama meneliti tujuan diadakan transkrip data 
(transformasi data) untuk memilih informasi mana yang dianggap sesuai dan 
tidak sesuai dengan masalah yang menjadi pusat penelitian di lapangan. 
3. Penyajian data (data display) yaitu kegiatan sekumpulan informasi dalam 
bentuk naratif, grafik jaringan, tabel dan bagan yang bertujuan mempertajam 
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pemahaman penelitian terhadap informasi yang dipilih kemudian disajikan 
dalam tabel ataupun uraian penjelasan. 
4. Pada tahap akhir adalah penarikan kesimpulan atau verifikasi (conclusion 
drawing / verivication), yang mencari arti pola-pola penjelasan, konfigurasi 
yang mungkin, alur sebab akibat dan proposisi. Penarikan kesimpulan 
dilakukan secara cermat dengan melakukan verifikasi berupa tinjauan ulang 
pada catatan-catatan di lapangan sehingga data-data dapat diuji validitasnya. 
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BAB IV 
Hasil Penelitian Dan Pembahasan 
IV. 1. Gambaran Umum Objek Penelitian 
IV. 1.1 Profil Dinas Sosial Kota Makassar 
 Dinas Sosial Kota Makassar yang sebelumnya adalah Kantor 
Departemen Sosial Kota Makassar didirikan berdasarkan Keputusan Presiden 
No. 44 Tahun 1974 Tentang Susunan Organisasi Departemen beserta lampiran-
lampirannya sebagaimana beberapa kali dirubah, terakhir dengan Keputusan 
Presiden No. 49 Tahun 1983. 
             Khusus di Indonesia Timur didirikan Departemen Sosial Daerah Sulawesi 
Selatan yang kemudian berubah menjadi Jawatan Sosial lalu dirubah lagi 
menjadi kantor Departemen Sosial berdasarkan keputusan Menteri Sosial RI No. 
16 Tahun 1984 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Departemen Sosial di 
Propinsi maupun di kabupaten / Kotamadya. Dan akhirnya menjadi Dinas Sosial 
Kota Makassar pada tanggal 10 April 2000 yang ditandai dengan pengangkatan 
dan pelantikan Kepala Dinas Sosial Kota Makassar berdasarkan Keputusan 
Walikota Makassar, Nomor: 821.22:24.2000 tanggal 8 Maret 2000. 
            Dinas Sosial Kota Makassar terletak di Jalan Arif Rahman Hakim No. 50 
Makassar, Kelurahan Ujung pandang Baru, kecamatan Tallo Kota Makassar, 
berada pada tanah seluas 499m2, dengan bangunan fisik gedung berlantai 2 dan 
berbatasan dengan : 
 Sebelah Utara berbatasan dengan Kantor Kecamatan Tallo Kota Makassar 
 Sebelah Selatan berbatasan dengan Perumahan Rakyat 
 Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Ujung Pandang Baru 
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 Sebelah Timur berbatasan dengan Perumahan Rakyat 
 
IV. 1.2 Visi dan Misi serta Tujuan Dinas Sosial Kota Makassar 
IV. 1.2.1 Visi Dinas Sosial Kota Makassar 
Berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial, maka Visi Dinas Sosial 
Kota Makassar adalah  
 Pengendalian Permasalahan Sosial Berbasis Masyarakat. 
           Makna dari visi yang dimiliki tersebut adalah manusia membutuhkan 
kepercayaan diri yang dilandasi oleh nilai-nilai kultur lokal yang diarahkan 
kepada aspek tatanan kehidupan dan penghidupan untuk menciptakan 
kemandirian lokal sebagai upaya pemenuhan kebutuhan dasar, peningkatan 
keterampilan kerja, ketentraman, kedamaian, dan keadilan sosial bagi dirinya 
sendiri, keluarga dan lingkungan sosial masyarakatnya, serta mendorong tingkat 
partisipasi sosial masyarakat dalam ikut melaksanakan proses pelayanan 
kesejahteraan sosial masyarakat. 
Dilihat dari visi Dinas Sosial serta maknanya mengandung arti bahwa 
permasalahan sosial seperti masalah sosial anak jalanan kiranya sudah dapat 
terartasi dengan baik dengan program-program pemerintah yang kemudian 
dilakukan oleh pegawai Dinas Sosial itu sendiri. 
 
IV. 1.2.2 Misi Dinas Sosial Kota Makassar 
Misi Dinas Sosial Sebagai berikut : 
1. Meningkatkan partisipasi sosial masyarakat melalui pendekatan kemitraan 
dan pemberdayaan sosial masyarakat dengan semangat kesetiakawanan 
sosial masyarakat.  
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2. Memperkuat ketahan sosial dalam mewujudkan keadilan sosial melalui upaya 
memperkecil kesenjangan sosial denagn memberikan perhatian kepada 
warga masyarakat yang rentan dan tidak beruntung. 
3. Mengembangkan sistem perlindungan sosial.  
4. Melakukan jaminan sosial. 
5. Pelayanan rehabilitasi sosial secara optimal. 
6. Mengembangkan pemberdayaan sosial. 
 
IV. 1.2.3 Tujuan Dinas Sosial Kota Makassar 
Adapun tujuannya sebagai berikut : 
1) Meningkatkan Kualitas pelayanan kesejahteraan sosial yang bermartabat 
sehingga tercipta kemandirian lokal penyandang masalah kesejahteraan 
sosial (PMKS). 
2) Meningkatkan pendayagunaan sumber daya dan potensi aparatur (Struktural 
dan Fungsional) dengan dukungan sarana dan prasarana yang memadai 
untuk mampu memberikan pelayanan di bidang kesejahteraan sosial yang 
cepat, berkualitas dan memuaskan. 
3) Meningkatkan koordinasi dan partisipasi sosial masyarakat/stakehoders 
khususnya Lembaga Sosial Masyarakat dan Orsos Serta pemerhati di bidang 
kesejahteraan sosial masyarakat. 
 
IV. 1.3. Struktur Organisasi Dinas Sosial Kota Makassar 
Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 34 Tahun 2009 tentang uraian 
Tugas Jabatan Struktural Pada Dinas Sosial  Kota Makassar, maka jabatan 
struktural pada Dinas Sosial Kota Makassar sebagai berikut :  
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Gambar Sturktur Organisasi Dinas Sosial  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 4.1gambar 
 
Gambar IV.1 Struktur Organisasi Dinas Sosial Kota Makassar 
 
IV.1.4.  Tugas Pokok 
1.    Kepala Dinas 
Dinas Sosial Kota Makassar mempunyai tugas pokok yaitu melaksanakan 
sebagian tugas pokok sesuai kebijakan walikota dan peraturan perundang-
undangan yang berlaku, merumuskan kebijaksanaan, mengoordinasikan, dan 
mengendalikan tugas-tugas dinas. 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana pada point 1, Kepala Dinas 
menyelenggarakan fungsi : 
a.    Perumusan kebijakan teknis dibidang usaha kesejahteraan sosial, yang 
meliputi partisipan sosial masyarakat, perlindungan sosial, jaminan sosial, 
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rehabilitasi sosial dan pemberdayaan sosial, serta pembinaan organisasi 
sosial. 
b.    Perencanaan program di bidang usaha kesejahteraan sosial, yang meliputi 
partisipan sosial masyarakat, perlindungan sosial, jaminan sosial, rehabilitasi 
sosial dan pemberdayaan sosial, serta pembinaan organisasi sosial. 
c.    Pembinaan pemberian perizinan dan pelayanan umum di bidang usaha 
kesejahteraan sosial, yang meliputi perlindungan sosial, jaminan sosial, 
rehabilitasi sosial dan pemberdayaan sosial, serta pembinaan organisasi 
sosial. 
d.    Pengendalian dan pengamanan teknis oprerasional di bidang usaha 
kesejahteraan sosial, jaminan sosial, rehabilitasi sosial dan pemberdayaan 
sosial serta bimbingan organisasi sosial 
e.    Melakukan pembinaan Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD) 
2.    Sekretaris 
Sekretaris mempunyai tugas pemberian, pelayanan administrasi bagi 
seluruh satuan kerja di lingkup Dinas Sosial Kota Makassar. 
a.    Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 
Sub Bagian umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyusun rencana 
kerja, melaksanakan tugas teknis  ketatausahaan, mengelola administrasi 
kepegawaian serta melaksanakan urusan kerumah tanggaan dinas. 
b.    Sub Bagian Keuangan 
Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas menuyusun rencana kerja, 
melaksanakan tugas teknis keuangan. 
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c.    Sub Bagian Perlengkapan 
Sub Bagian Perlengkapan mempunyai tugas menyusun rencana kerja, 
melaksanakan tugas teknis perlengkapan, membuat laporan serta mengevaluasi 
semua pengadaan barang. 
3.    Bidang Usaha Kesejahteraan Sosial 
Bidang Usaha Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas melaksanakan 
pembinaan, kegiatan dibidang penyuluhan dan bimbingan sosial, pembinaan 
keluarga penyandang masalah kesejahteraaan sosial (PMKS) dan potensi 
sumber kesejahteraan sosial (PSKS), pembinaan karang taruna dan 
pelaksanaan penelitian/ pendataan PMKS dan PSKS. 
4.    Bidang Rehabilitasi Sosial 
Bidang Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas melaksanakan rehabilitasi 
sosial penyandang cacat, rehabilitasi tuna sosial, dan pembinaan anak jalanan, 
gelandangan, pengemis dan pengamen, korban tindak kekerasan pekerja 
migran. 
5.    Bidang Pengendalian Bantuan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial 
Bidang pengendalian Bantuan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial 
mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pengendalian bantuan, pemberian 
bantuan dan jaminan kesejahteraan sosial termasuk pengendalian daerarh 
rawan bencana dan daerah kumuh, bantuan kepada masyarakat fakir miskin 
serta bantuan kepada korban bencana alam dan sosial serta pelayanan kepada 
orang terlantar. 
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6.    Bidang Bimbingan Organisasi Sosial 
Bidang Bimbingan Organisasi Sosial mempunyai tugas melaksakan 
bimbingan dan pelayanan terhadap organisasi sosial/LSM dan anak terlantar, 
pengendalian dan penertiban usaha pengumpulan sumbangan sosial dan undian 
berhadiah serta melaksanakan pembinaan dan pemahaman pelestarian nilai 
kepahlawanan, keperintisan dan kejuangan serta kesetiakawanan. 
 
IV.1.4.1  Kewenangan Dinas Sosial 
Kewenangan Dinas Sosial diantaranya: 
1.    Perencanaan pembangunan kesejahteraan sosial wilayah kabupaten/ kota 
dan pendataan penyandang masalah kesejahteraan sosial 
2.    Penyuluhan dan bimbingan sosial 
3.    Pembinaan nilai kepahlawanan, keperintisan dan kejuangan 
4.    Pelayanan kesejahteraan sosial lanjut usia terlantar (dalam dan luar panti) 
5.    Pelayanan kesejahteraan sosial anak balita melalui penitipan anak dan 
adopsi lingkup kabupaten/kota 
6.    Pelayanan anak terlantar, anak cacat dan anak nakal (dalam dan luar panti) 
7.    Pelayanan dan rehabilitasi sosial penderita cacat 
8.    Pelayanan dan rehabilitasi sosial tuna sosial (tuna susila, gelandangan, 
pengemis, dan eks narapidana) 
9.    Pemberdayaan keluarga fakir miskin meliputi fakir miskin, komunitas adat 
terpencil dan wanita rawan sosial ekonomi 
10. Pemberdayaan karang taruna / organisasi kepemudaan 
11. Pemberdayaan organisasi sosial / LSM lingkup kabupaten / kota 
12. Pemberdayaan tenaga kerja sosial masyarakat 
  
47 
 
13. Pemberdayaan dunia usaha(partisipasi dalam usaha kesejahteraan sosial) 
14.  Pemberdayaan pengumpulan sumbangan sosial lingkup kabupaten/kota 
15. Penanggulangan korban bencana alam lingkup kabupaten/kota 
16. Penanggulangan korban tindak kekerasan (anak, wanita dan lanjut usia) 
17. Penanggulangan korban napza 
18. Pelayanan kesejahteraan sosial keluarga 
19. Pelayanan kesejahteraan angkatan kerja 
20. Penelitian dan uji coba pengambangan usaha kesejahteraan sosial lingkup 
kabupaten/kota. Penyelenggaraan sistem informasi kesejahteraan sosial 
lingkup kabupaten/kota. 
21. Penyelenggaraan pelatihan tenaga bidang usaha kesejahteraan sosial 
lingkup kabupaten/kota 
22. Penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan usaha kesejahteraan sosial 
lingkup kabupaten / kota 
23. Monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan pelayanan 
kesejahteraan sosial. 
Iv.2 Hasil Penelitian Dan Pembahasan 
 IV.2.1 Kinerja Dinas Sosial Dalam Pelaksanaan Program Pembinaan Anak 
Jalanan di Kota Makassar 
 Keberadaan anak jalanan di sebuah perkotaan menjadi salah satu 
masalah klasik yang dihadapi oleh pemerintah. dengan dasar undang-undang 
1945 pasal 34, “anak terlantar dan fakir miskin di pelihara oleh Negara” membuat 
pemeritah dari tahun ke tahun telah melakukan berbagai upaya untuk 
mengurangi jumlah anak jalanan. Namun ironisnya, menurut data Badan Pusat 
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Statistik (BPS) bersama ILO jumlah anak jalanan mencapai angka 320.000 jiwa 
yang tersebar di seluruh kota besar. 
Terkhusus kota Makassar, peningkatan jumlah anak jalanan semakin 
memprihatinkan yakni sebanyak 687 orang (data Dinas Sosial untuk tahun 
2014), kondisi ini di sebabkan oleh berbagai hal, mulai dari permasalahan 
ekonomi hingga kurangnya keterampilan mereka untuk bersaing. 
 Dinas Sosial kota Makassar yang merupakan lembaga yang bertanggung 
jawab terhadap penanganan anak jalanan di kota Makassar telah menjalankan 
sebuah program penanganan anak jalanan berbentuk rehabilitasi. Namun, 
seiring berjalannya waktu, kinerja dari Dinas Sosial belum memberikan dampak 
terhadap peningkatan anak jalanan. 
Untuk mengukur keberhasilan kinerja dari Dinas Sosial kota Makassar, 
menurut Dwiyanto (2006:50-51) dalam buku Ismail Nawawi menjelaskan 
beberapa indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja birokrasi publik, yaitu 
kualitas layanan, responsivitas, responsibitas dan akuntabilitas. 
a. Kualitas Layanan. 
Isu mengenai kualitas layanan cenderung menjadi semakin penting dalam 
menjelaskan kinerja organisasi pelayanan publik. Banyak pandangan negatif 
yang terbentuk mengenai organisasi publik muncul karena ketidakpuasan 
masyarakat terhadap kualitas layanan yang di terima dari organisasi publik. 
Keuntungan utama menggunakan kepuasaan masyarakat seringkali tesedia 
secara mudah dan murah. Informasi mengenai kepuasaan terhadapa kualitas 
pelayanan seringkali dapat diperoleh dari media massa dan diskusi publik. Akibat 
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akses terhadap informasi mengenai kepuasaan masyarakat terhadap kualitas 
layanan relatif sangat tinggi, maka bisa menjadi satu ukuran kinerja organisasi 
publik yang mudah dan murah dipergunakan. Kepuasaan masyarakat bisa 
menjadi parameter untuk menilai kinerja organisasi  publik. 
Dalam mengukur kualitas layanan, hal pertama yang menjadi poin 
penting adalah bagaimana pegawai yang memberikan pelayanan paham akan 
tugasnya masing-masing, agar tercipta layanan yang sesuai aturan yang ada. 
Hal ini kemudian ditanggapi oleh salah satu informan (kepala dinas) sebagai 
berikut : 
“kalo pemahaman pegawai tentang kerjanya, saya pikir paham, karena ini 
juga program bukan program baru, artinya hal ini sudah dilakukan sejak 
lama, apalagi mereka jugakan rata-rata pekerja sosial memang, jadi 
paham akan tanggungjawabnya. Yang biasa tidak paham itu, orang tua 
anak jalanan atau kerabatnya, karena sudah kena razia, masih juga na 
biarkan turun anaknya”(kepala Dinas Sosial Makassar, 9 juli 2015) 
 Kemudian ditambahkan oleh informan yang lain (pengelola) sebagai 
berikut : 
“dalam menjalankan program, kita juga tidak serta merta langsung main 
tangkap saja, pertama itu kita kasih peringatan saja baru di foto, terus 
kalo kedapatan lagi di kasih peringatan kedua, nanti yang ketiga kali 
langsung ditangkap terus digiring ke rumah binaan”.(kepala bidang 
rensos Makassar,11 juni 2015). 
Lanjut informan yang sama : 
“apa lagi yang kurang dari pelayanan yang kita berikan, kita sudah kasih 
jalan untuk belajar, keterampilan, biasa juga ada modal usaha kita 
berikan, jadi semuanya sesuai aturan yang ada”. (kepala bidang rensos 
Makassar,11 juni 2015). 
  
 Dari hasil wawancara di atas, menggambarkan bahwa Dinas Sosial telah 
berupaya melakukan pelayanan yang maksimal sesuai aturan yang ada. Dalam 
menilai kualitas layanan, tentu kepuasan masyarakat menjadi salah satu faktor 
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yang penting. Terkait akan respon kepuasan masyarakat akan program ini, salah 
satu informan menjelaskan sebagai berikut : 
“kalo mengenai kepuasan masyarakat secara umum, memang kita belum 
pernah nilai, tapi kalo masyarakat dalam hal ini anak jalanan, seperti yang 
saya bilang tadi, mereka yang biasa tidak sadari pentingnya apa yang kita 
lakukan, sudah dirazia, malah kembali lagi ke jalanan. tapi kita tetap 
berusaha untuk bina mereka dan juga kita terus lakukan sosialisasi agar 
masyarakat secara umum tau kalo ada program ini. Biasa kita lihat mobil 
sosialisasi keliling-keliling, itu salah satu upaya dinas”. (kepala bidang 
rensos Makassar,11 juni 2015). 
 
Selain itu, salah satu informan dari anak jalanan menjelaskan mengenai 
pelayanan yang diberikan dari Dinas Sosial sebagai berikut : 
“waktu ku di tangkap itu kak, bagus ji, disuruh jeka saja pilih, mau sekolah 
atau ikut keterampilan, tapi waktu itu lebih ku pilih sekolah, tidak di 
pagksa jeki, yang jelas tidak dijalanan meki lagi”.anak jalanan Makassar 
,15 juni 2015) 
  
Dari hasil penelitian diatas mengenai kualitas layanan menggambarkan 
bahwa pelayanan yang diberikan oleh Dinas Sosial telah dilakukan semaksimal 
mungkin sesuai aturan yang ada. Mengenai kepuasan masyarakat secara umum 
dapat dikatakan cukup baik. Karena hasil wawancara dengan anak jalanan 
menyatakan cukup puas dengan layanan Dinas Sosial. 
 Berdasarkan hasil data dan observasi penulis, adapun bentuk-bentuk 
layanan akan pembinaan anak jalanan yang masih berjalan hingga saat ini 
adalah : 
1. Bimbingan mental 
pembinaan  bimibingan  mental  dan  spiritual  yaitu,  dengan  melakukan 
pembentuakan  sikap  serta  prilaku,  baik  itu  bentuk  perseorangan  
maupun  bentuk perkelompok.  Dimana  pembentukan  sikap  dan  prilaku  
tersebut  diharapkan  dapat memberikan  efek  positif  kepada  mereka  
yang  terjaring  ketika  dikembalikan  dalam lingkungan  masyarakat.  
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Dalam  pemberian  bimbingan  mental  spiritual  ada  hal-hal yang 
dilakukan didalamnya yaitu dengan memberikan bimbingan secara 
keagamaan, bimbingan terhadap  budi  pekerti  serta  bimbingan  akan  
norma-norma  dalam kehidupan. 
 Penanganan anak jalanan dalam hal bimbingan mental ditangani 
langsung oleh pekerja sosial di posko bahkan kunjungan kerumah, 
bimbingan mental tidak hanya untuk anak jalanan tapi ketika di perlukan 
di peruntuhkan juga untuk keluarga ataupun wali. 
“setelah kena patroli, mereka di assesment, dimana dicari tau dulu 
latar belakang kenapa dia bisa turun ke jalan, kemudian di berikan 
bimbingan sesuai dengan masalahnya tadi, dan kalo perlu di bawa 
ke panti rehab, itupun masih berbasis keluarga, dalam artian tetap 
dipulangkan kerumahnya, ada juga pemahaman untuk 
keluarganya”. (kepala bidang rehabilitasi sosial dinas kota 
Makassar 11 juni 2015). 
2. Bimbingan fisik 
Pemberian  bimbingan  secara  fisik  dilakukan  dalam  
memberikan  kegiatan kegiatan,  seperti  kegiatan  yang  meliputi  
olahraga,  seni, serta  melakukan pemeriksaan kesehatan.  Kegiatan ini 
dilaksanakan untuk menjaga dan memulihkan kesehatan serta  
kebugaran  fisik. Ketika  pemeriksaan  kesehatan  dilakukan  ternyata ada  
ditemukan  ada  yang  mengalami  gangguan  kesehatan,  maka  akan  
dihentikan dalam  proses  pemberian  pembinaan  rehabilitasi  di  dalam  
panti. Pemberentian pembinaan  rehabilitasi  artinya  hanya  bersifat  
sementara  karena  yang  kedapatan memiliki ganggwuan kesehatan  
terlebih dahulu di rujuk untuk mendapatkan pelayanan kesehatan  atau  
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jaminan  kesehatan  lalu  melanjutkan  pembinaan  rehabilitasi  dipanti 
sosial. 
 Bimbingan fisik dilakukan oleh semua panti sosial yang bekerja 
sama dengan Dinas Sosial kota Makassar maupun provinsi seperti 
Marsudi putra yang berada di salodong. Kepedulian bukan hanya sebatas 
bagaimana pendidikan mereka, tapi juga kesehatan. 
3. Bimbingan sosial 
Bimbingan  sosial  yang  diberiakan  yaitu  bertujuan  agar anak-
anak tersebut termotivasi dan dapat menumbuhkembangkan  akan  
kesadaran dan tanggungjawabanya sebagai anggota masyarakat  
disamping itu, pemberian bimbingan sosial dapat memecahkan 
permasalahan sosial  yang dihadapi oleh anakanak  jalanan  tersebut baik  
itu yang sifatnya perorangan maupun dalam bentuk kelompok. Kegiatan  
bimbingan  sosial  mengarah  pada  aspek  kerukunan  dan kebersamaan  
hidup  bermasyarakat,  sehingga  dapat  menimbulkan  kesadaran  dan 
tanggung jawab sosial baik di lingkungan masyarakat maupun di 
lingkungan kerja. 
Kegiatan bimbingan sosial menjadi poin penting dari program ini, 
pembinaan yang berbasis kekeluargaan, dalam artian anak jalanan yang 
berada pada tahap rehabilitasi masih dalam kontrol keluarga dan 
lingkungannya, tidak sepenuhnya berada dalam kontrol Dinas Sosial itu 
sendiri, karena harapan dari program ini mengembalikan anak jalanan ke 
keluarga dan masyarakat dengan modal yang baik dan diterima oleh 
lingkungannya. 
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“pembinaan yang dilakukan masih berbasis keluarga, artinya tidak 
serta merta langsung menggiring ke panti rehab atau yayasan 
tertentu, nanti kena 3 kali razia serta dengan komunikasi dengan 
keluarganya, terus jadwal rehab itu pagi sampe sore, jadi tetap 
ada waktu untuk keluarga dan lingkugannya agar tidak merasa di 
asingkan nantinya dari lingkungannya”. 
4. Bimbingan keterampilan 
Dari pemberian pelatihan ketrampilan yang dilakukan didalam 
panti rehabilitasi ini  dilaksanakan  atas  kerja  sama  antara  pihak  panti  
dengan  instansi-instansi  yang terkait  seperti  perusahaan  swasta.  Dari  
pelaksanaan  pelatihan  keterampilan  yang dilakukan  sebelumnya  dapat  
diketahui  keterampilan  yang  dimiliki  oleh  tiap-tiap individu  untuk  
diberikan  stimulant  dalam  bentuk  pemberian  peralatan  kerja  untuk 
mengembangkan keterampilan  yang  dimiliki.  
Berdasarkan observasi, kegiatan bimbingan keterampilan 
dilaksanakan oleh lembaga mitra Dinas Sosial seperti KPJ (komunitas 
pengamen jalanan), YAPEM (Yayasan Peduli Pemulung), Marsudi Putra, 
serta rumah binaan di maros bantimurung. KPJ memberikan bekal 
keterampilan musik, Marsudi Putra memberikan keterampilan otomotif, 
salon, menjahit, dll. 
“sebenarnya, sebelum Dinas Sosial rekomendasi anak jalanan masuk ke 
tempat kami, kami sudah punya banyak anak-anak, kami tidak 
bergantung kepada Dinas Sosial tapi tetap hargai sebagai pemerintah, 
dan yang kami tau, kami berbuat untuk mereka, bekali mereka”. (ketua 
kpj 17 juni 2015). 
Berdasarkan data diatas mengenai Aspek kualitas layanan yang 
dilakukan oleh Dinas Sosial kota Makassar dapat dinilai dari beberapa hal, 
sesuai dengan teori dari Dwiyanto(2008:48-49)  yang menyatakan bahwa 
kualitas layanan dilihat dari sikap pegawai dalam memberikan layanan dan 
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kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan. Sesuai dengan hasil 
penilitian yang penulis lakukan di dapatkan bahwa sikap pegawai dalam 
memberikan layanan dalam program penanganan anak jalanan itu sudah sesuai 
dengan atura  yang ada dalam artian sesuai dengan standar operasioanal 
prosedur dari Dinas Sosial. Jadi bisa dikatakan bahwa sikap pogawai dari Dinas 
Sosial kota Makassar sudah bagus.  
Aspek selanjutnya yang digunakan untuk melihat kualitas layanan adalah 
kepuasan masyarakat, dalam hasil penilitian didapatkan bahwa kepuasan 
masyarakat dari layanan yang diberikan itu cukup baik. Hal ini dikarenakan 
beberapa tanggapan dari responden baik dari anak jalanan itu sendiri maupun 
masyarakat yang terkena dampak dari layanan tersebut mengutarakan bahwa 
puas dengan layanan yang diberikan. Tanggapan dari anak jalanan itu sendiri 
mengatakan bahwa setelah adanya program ini kesempatan untuk mendapatkan 
kesempatan untuk hidup yang lebih baik itu semakin besar, sedangkan 
tanggapan dari masyarakat mengatakan bahwa puas karena jumlah anak 
jalanan yang berada di kota Makassar itu menurun. 
b. Responsivitas  
Responsivitas yaitu kemampuan organisasi untuk mengenali kebutuhan 
masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan, mengembangkan 
program-program pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi  
masyarakat. Secara singkat responsivitas disini menunjuk pada keselarasan 
antara program dan kegiatan pelayanan dengan kebutuhan dan aspirasi 
masyarakat. Responsivitas dimasukkan sebagai salah satu indikator kinerja 
karena responsivitas secara langsung menggambarkan kemampuan organisasi 
publik dalam menjalankan misi dan tujuannya, terutama untuk memenuhi 
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kebutuhan masyarakat. Responsivitas yang rendah ditunjukkan dengan 
ketidakselarasan antara pelayanan dengan kebutuhan masyarakat. Hal tersebut 
jelas menunjukkan kegagalan organisasi dalam mewujudkan misi dan tujuan 
organisasi publik. Organisasi yang memiliki responsivitas rendah dengan 
sendirinya memiliki kinerja yang jelek pula. 
Ketika mengacu pada visi misi Dinas Sosial yang menekankan pada 
penyelesaian masalah sosial dengan tetap melibatkan partisipasi masyarakat. 
Partisipasi masyarakat dapat berupa pembinaan, pencegahan dan juga usaha 
rehab terhadap anak jalanan. masyarakat bisa saja terdiri dari mahasiswa, yang 
bekerja di pos-pos pembinaan, maupun masyarakat pada umumnya. Tidak 
menutup pembinaan ini dilakukan hanya orang-orang tertentu atau hanya yang 
memiliki jabatan saja, karena partisipasi masyarakat juga penting, maka 
masyarakat juga harus menaati aturan atau sanksi yang jelas sudah ada dalam 
aturan mengenai hal tersebut. 
Bentuk kegiatan yang biasa dilakukan masyarakat dalam membina atau 
mencegah banyaknya jumlah masyarakat yang menafkahi dirinya dijalan raya 
yang ada di kota Makassar, salah satunya yaitu tidak membiasakan diri berikan 
mereka uang dijalanan. Jelas hal ini sangat riskan terhadap apa yang sudah 
tertera pasal sanksi di peraturan daerah nomor 2 tahun 2008 tentang anak 
jalanan. sebagai masyarakat yang baik hendaknya haruslah menaati aturan 
tersebut agar jumlahnya dapat di minimalisir dan sedikit demi sedikit dapat 
berkurang 
“dalam menjalankan aturan tersebut, kita tdk mungkin periksa satu-satu 
masyarakat yang kasih uang dijalanan, tapi kita punya cara tersendiri 
untuk jalankan itu aturan, diantaranya kampanye dan sosialisasi untuk 
pencegahan” ” (kepala bidang rehabilitasi sosial dinas kota Makassar 15 
juni 2015) 
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Sebagai tambahan dari penjelasan di atas, penulis telah memperoleh 
data sekunder berupa gambar atau skema mengenai penanganan anak jalanan 
berupa pencegahan, dimana posisi masyarakat sangat riskan dalam mendukung 
program ini. 
 
 
 
 
 
 
Gambar IV.3 Skema Penanganan Anak Jalanan 
Dari hasil wawancara dan bedasarkan gambar di atas, menjelaskan bahwa peran 
serta masyarakat dalam menyukseskan program ini sangat penting, serta respon 
Dinas Sosial terhadap aturan yang ada serta agar melibatkan masyarakat terus 
dijalankan dengan metode tertentu. 
Selain berupa kegiatan sosialisasi, Dinas Sosial juga berupaya 
melakukan tindakan langsung ketika ada laporan dari masyarakat terkait anak 
jalanan, seperti hasil wawancara sebagai berikut : 
“apabila ada masyarakat mengeluh dan menelpon kami mengenai anak 
jalanan yang meresahkan, pegawai akan Tindak lanjuti dan segera 
meluncur ketempat kejadian selain itu kami terus berupaya melakukan 
sosialisasi untuk menginfokan kepada masyarakat bahwa apabila masih 
ada anak jalanan yang turun kejalan segera hubungi kami”. (kepala 
bidang rehabilitasi sosial dinas kota Makassar 11 juni 2015) 
 
Upaya untuk terus merespon aturan serta kebutuhan masyarakat masih 
dijalankan oleh Dinas Sosial sebagai lembaga yang langsung menjalankan 
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program pembinaan ini, tak lain untuk mengurangi anak jalanan serta 
memberikan rasa aman dan tertib di masyarakat agar visi pengurangan masalah 
sosial berbasis masyarakat dapat tercapai. 
Dwiyanto(2008:48-49) dalam buku reformasi birokrasi publik menyatakan 
bahwa bila ingin melihat responsivitas ada beberapa aspek yang menjadi 
penilaian yaitu keselarasan antara program dan kegiatan pelayanan dengan 
kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Berdasarkan hasil penilitian penulis 
dilapangan ditemukan bahwa Dinas Sosial kota Makassar telah berupaya dalam 
memberikan layanan berupa sosialisasi yaitu melalui Koran,tv serta media media 
online yang berupa facebook dll, agar dapat membantu program yang telah 
diterapkan dan sebagai media penunjang untuk keluhan dan aspirasi dari 
masyarakat kota Makassar. Walaupun dalam proses pemberian layanan masih 
belum sepenuhnya sesuai dengan teori yang ada, dalam artian masih ada 
aspirasi dari masyarakat yang belum terpenuhi secara utuh. 
c. Responsibilitas  
Responsibilitas menjelaskan apakah pelaksanaan kegiatan birokrasi 
publik itu sesuai dengan prinsip administrasi yang benar dengan kebijakan 
birokrasi baik yang ekspilisit dan implisit. Berhubungan dengan kinerja 
responsibilitas berbicara mengenai tanggungjawab pegawai terhadap peran dan 
tanggungjawabnya. 
Dinas Sosial sebagai lembaga yang melaksanakan pembinaan terhadap 
anak jalanan telah memberikan tugas dan tanggungjawab kepada pegawainya 
masing-masing. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dari setiap pegawai 
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tentunya terus diperhatikan dalam mengoptimalkan program pembinaan anak 
jalanan ini. 
“kalo tentang pegawai, Alhamdulillah sampai saat ini sudah dilaksanakan 
dengan baik, apalagi kan ini program sudah lama, jadi bisa di bilang 
mendarah daging mi, adapun kalo ada perubahan teknis maupun rotasi 
pegawai, itu juga tidak mempengaruhi, karena cukup mudah ji untuk 
adaptasinya”. (kepala Dinas Sosial Makassar, 06 juni 2015) 
Tentunya dalam pelaksanaan sebuah program, tidak lepas dari yang 
namanya kendala, hal ini dapat mempengaruhi hasil dari pelaksanaan tugas dan 
tanggungjawab dari seorang pegawai. 
“kalo terkait kendala, seperti yang saya bilang tadi, Masyarakat tidak 
mengerti  bahwa di larang memberikan uang kepada anak jalanan . Maka 
dari itu apabila masyarakat memberikan uang kepada anak jalanan 
keesokan harinya dia akan muncul lagi dan tidak dipungkiri bahwa 
mereka membawa lagi rekan rekannya turun ke jalan. Sehingga kami dari 
Dinas Sosial butuh parstisipasi dari masyarakat dengan tidak memberikan 
uang kepada anak jalanan.selain itu,mohon maaf kendala yang kami 
hadapi yaitu banyak mahasiwa juga yang meminta sumbangan di jalan 
sehingga apabila mereka sudah melakukan aktifitas tersebut dan 
memperoleh banyak uang dan anak jalanan melihat hal tersebut akan 
menimbulkan lagi hasrat anak jalanan untuk turun ketempat 
tersebut”.pegawai pelaksana patroli Dinas Sosial Makassar,15 juni 2015) 
Dari hasil wawancara di atas menggambarkan bahwa kinerja pegawai 
dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya berusaha terus dijalankan 
sesuai dengan petunjuk administrasi yang ada, namun terkadang yang menjadi 
kendala dalam mengatasi jumlah anak jalanan yaitu dari masyarakat itu sendiri. 
Tugas dan tanggung jawab yang di pegang oleh pegawai dalam 
menjalankan program pembinaan anak jalanan ini tentunya memiliki konsekuensi 
berupa sanksi ketika memang tugas itu tidak dijalankan. Seperti yang dijelaskan 
oleh informan sebagai berikut (kepala dinas) : 
“kalo mengenai sanksi, terlepas dari kinerja pegawai pada program 
pembinaan ini, selama masih terikat status sebagai pegawai negeri dan 
ketika mereka melakukan tindakan yang tidak bertanngung jawab akan di 
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kenakan sanksi sesuai PP nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin kerja, 
jadi sudah semua mi itu di atur”. (kepala Dinas Sosial kota Makassar, 15 
juni 2015) 
Sampai saat ini, pegawai Dinas Sosial dalam menjalankan program 
pembinaan anak jalanan ini terus menjalankan tugas dan tanggungjawabnya 
sesuai dengan koridor yang ada atau tertib administrasi, baik itu aturan yang 
berhubungan langsung dengan program ini maupun yang berlaku secara umum 
yang mengikat pegawai negeri. 
Berdasarkan Dari hasil penulusuran yang peniliti lakukan ditemukan bahwa 
kinerja pegawai di Dinas Sosial kota Makassar sudah cepat dan tanggap. Hal ini 
dikarenakan program penanganan anak jalanan bukan program yang baru 
sehingga dalam pelaksanaannya sudah baik. Responsibilitas dari Dinas Sosial 
kota Makassar ini sudah sesuai dengan teori yang ada dari Dwiyanto(2008:48-
49) yang menyatakan bahwa responsibilitas dapat dilihat dari apakah layanan 
sudah sesuai dengan prinsip administrasi dalam artian tanggung jawab pegawai 
terhadap peran dan tanggung jawabnya.  
Sesuai dengan hasil penilitian di dapatkan bahwa dalam menjalankan peran 
dan tanggung jawabnya pegawai  Dinas Sosial sudah cukup baik, dalam artian 
pegawai telah menjalankan peran dan tanggungjawabnya sesuai dengan aturan 
yang ada. Jadi ketika diselaraskan dengan teori yang ada pada aspek 
responsibilitas pada Dinas Sosial dalam pelaksanaan program ini sudah baik. 
Apabila peran dan tanggung jawab dari pegawai tidak dijalankan sesuai koridor 
yang ada maka akan dikenakan sanksi yang berat maka dari itu rensponsibilitas 
dari pegawai Dinas Sosial kota Makassar sudah baik. 
d. Akuntabilitas  
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Akuntabilitas Publik menunjuk pada seberapa besar kebijakan dan 
kegiatan organisasi publik tunduk pada para pejabat public yang dipilih oleh 
rakyat. Asumsinya adalah bahwa para pejabat politik tersebut karena dipilih oleh 
rakyat, dengan sendirinya akan selalu merepresentasikan kepentingan rakyat. 
Dalam konteks ini, konsep dasar akuntabilitas publik dapat digunakan untuk 
melihat seberapa besar kebijakan dan kegiatan organisasi publik itu konsisten 
dengan kehendak masyarakat banyak. Kinerja organisasi publik tidak hanya bisa 
dilihat dari ukuran internal yang dikembangkan oleh organisasi publik atau 
pemerintah, seperti pencapaian target. Kinerja sebaiknya harus dinilai dari 
ukuran eksternal, seperti nilai-nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat. 
Suatu kegiatan organisasi publik memiliki akuntabilitas yang tinggi kalau kegiatan 
itu dianggap benar dan sesuai dengan nilai dan norma yang berkembang dalam 
masyarakat. 
 Pelaksanaan program pembinaan anak jalanan di kota Makassar 
tentunya tidak bisa di pisahkan dari tekad pemerintah kota dalam mencapai visi-
misinya untuk menjadi kota dunia, salah satu faktor yang bisa mewujudkan hal itu 
adalah penanganan anak jalanan yang dimana berimplikasi pada kenyamanan 
kota serta ketertiban kota. 
“tentunya kita selalu berupaya singkronkan apa yang Dinas Sosial 
kerjakan dengan  visi-misi kota Makassar itu sendiri, bukan Cuma anak 
jalanan, tapi permasalahan sosial lainnya seperti berusaha kurangi 
kesenjangan sosial dan ekonomi” (kepala dinas kota Makassar, 15 juni 
2015) 
Kemudian ditambahkan : 
“Kita juga setiap tahunnya melaporkan perkembangan dari program ini 
kepada atasan, mulai dari bagaimana pelaksanaannya, anggaran sampai 
pada hasil yang di capai berupa pengurangan anak jalanan serta kondisi 
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rumah binaan kita”. (kepala bidang rehabilitasi sosial dinas kota Makassar 
15 juni 2015) 
 Dari hasil wawancara di atas, menggambarkan bahwa proses 
akuntabilitas dari Dinas Sosial terkait program pembinaan anak jalanan, terus 
berupaya dilakukan dan sesuai dengan aturan yang ada hal ini dibuktikan dari 
setiap tahunnya merilis laporan pertanggungjawaban. 
 Akuntabillitas dari pembinaan anak jalanan yang dilaksanakan Dinas 
Sosial juga berkaitan dengan pertanggungjawaban secara umum kepada 
masyarakat, seperti yang dijelaskan oleh informan berikut : 
“anak jalanan yang sudah kita bina, tentunya kita kembalikan 
kemasyarakat dengan modal baik itu mental, perilaku sosial yang lebih 
baik serta keterampilan, jadi istilahnya ada hasil yang nanti bisa di lihat 
oleh masyarakat” (kepala bidang rehabilitasi sosial dinas kota Makassar 
15 juni 2015) 
 Dari hasil penelitian di atas menggambarkan bahwa tanggungjawab 
Dinas Sosial kepada masyarakat, berbentuk pengembalian kembali anak jalanan 
ke masyarakat umum, tapi tentunya dengan berbagai keahlian yang telah diasa 
seperti olahraga, keterampilan lainnya serta yang terpenting adalah perubahan 
perilaku yang lebih baik. Membina anak jalanan yang sudah terbiasa dengan 
kerasnya kehidupan jalanan tentunya tidak bisa dilakukan secara instan, butuh 
proses yang panjang serta dukungan dari berbagai pihak. 
Teori akuntabilitas menurut Dwiyanto(2008:48-49)  harus memenuhi aspek 
yaitu seberapa besar kebijakan dan kegiatan organisasi public tunduk pada para 
pejabat publik yang dipilih oleh rakyat. Sesuai hasil dengan hasil wawancara dan 
observasi yang dilakukan penulis di dapatkan bahwa para pegawai telah 
mengikuti semua kebijakan yang dikeluarkan oleh pemimpin. Dalam hal ini 
menjalankan aturan maupun mekanisme pelayanan yang telah ditetapkan 
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sebelumnya. Hal ini dapat dilihat pada hasil wawancara penulis dengan salah 
satu responden yang menyatakan bahwa ada singkronisasi kebijakan layanan ini 
dengan visi dan misi kota mkassar maupun intruksi langsung dari pimpinan 
dalam hal ini baik itu walikota Makassar. Disini bisa dilihat bahwa teori dan 
kenyataan yang dilihat berdasarkan penulusuran penulis dilapangan sudah 
selaras, jadi bisa dikatakan bahwa nilai akuntabilitas pada layanan ini sudah 
baik.  
V.2.2 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja Dinas Sosial dalam 
Pembinaan Anak Jalanan di Kota Makassar 
Kinerja dapat digambarkan sebagai fungsi proses dari respon individu 
terhadap ukuran kinerja yang diharapkan organisasi, yang mencakup desain 
kinerja, proses pemberdayaan, dan pembimbingan, serta dari sisi individu itu 
sendiri yang mencakup keterampilan, kemampuan dan pengetahuan. Kinerja 
merupakan hasil suatu proses perpaduan kapabilitas individu dengan sikap 
individu terhadap aspek pekerjaan dan organisasi. 
Menurut Grifin dalam Sule dan Saefullah (2005,hal. 235 ) Kinerja terbaik 
ditentukan oleh 3 faktor, yaitu:  
1. Kemampuan 
Kemampuan yaitu kapabilitas dari ternaga kerja atau SDM untuk 
melakukan pekerjaan. Kemampuan SDM berkaitan dengan latar belakangnya 
seperti Pendidikan serta kemampuan softskill lainnya. 
Dalam program pembinaan anak jalanan, terdapat empat institusi besar 
yang menangani langsung sebagai modal kemampuan dalam program ini, 
diantaranya : Polrestabes kota Makassar, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas 
Sosial serta kementrian sosial RI dalam hal  ini pekerja sosial. Terkait kegiatan 
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patroli dan pembinaan anak jalanan Lihat data berikut  (SK Pengangkatan panitia 
kegiatan patroli dan pembinaan anak jalanan, Lampiran IV) : 
Dengan komposisi tim di atas, diharapkan mampu mengatasi anak 
jalanan yang masih menggantungkan hidupnya dijalanan. Keberadaan kepolisian 
sebagai penegak hukum ketika terjadi pelanggaran hukum, Satpol PP yang terus 
mengontrol, serta Dinas Sosial yang memang menjadi tugas dan 
tanggunjawabnya. 
Terkait Pekerja sosial yang merupakan tim dari kementrian sosial RI, 
yang dimana sebagai jembatan antara anak jalanan kepada panti maupun 
yayasan tertentu. Pekerja sosial-lah yang memiliki kemampuan untuk 
menganalisis latar belakang masalah dari klien (baca: anak jalanan), 
mengklasifikasikan klien, serta memberikan intervensi agar klien sadar akan apa 
yang dia lakukan. 
“saya sebagai pekerja sosial, tidak langsung diterima dan ditempatkan 
disini, kami juga melewati yang namanya tes kemampuan, selain itu latar 
belakang saya sebagai sarjana sosiologi serta teman timku sebagai 
pekerja sosial rata-rata dari sosiologi dengan psikologi, jadi diharap bisa 
berkontribusi”. (pekerja sosial bagian anak jalanan Makassar,19 juni 
2015) 
 
Selain dari keempat instansi di atas, keberadaan yayasan ataupun panti 
sosial sangat berkontribusi dalam program pembinaan anak jalanan. Dari 
banyaknya yayasan ataupun panti sosial, memiliki fokus yang berbeda dalam 
menggali kemampuan anak jalanan. 
“ada banyak panti sosial maupun lembaga yang bekerja sama dengan 
Dinas Sosial baik itu tingkat provinsi maupun nasional, misalnya KPJ 
fokus di seni musik, Marsudi Putra fokusnya otomotif, salon serta 
menjahit, lain lagi kalo yang tersebar didaerah-daerah seperti maros, 
bulukumba dan parepare”. (kepala bidang rehabilitasi sosial dinas kota 
Makassar 15 juni 2015) 
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Perbedaan Latar belakang instansi serta pendidikan yang dimiliki dalam 
menjalankan program pembinaan ini, diharapkan mampu memberikan variasi 
agar tercipta hasil dari pembinaan anak jalanan yang berkualitas serta berbasis 
kekeluargaan. 
Dalam factor ini sesuai dengan teori yang dikeluarkan oleh griffin dalam sule 
dan saefullah(2005:235) menyatakan bahwa kemampuan yaitu kapabilitas dari 
tenaga kerja atau sdm untuk melakukan pekerjaan. Dalam konteks layanan yang 
dilakukan oleh Dinas Sosial kota Makassar kemampuan yan dimiliki oleh SDM 
yang dimiliki oleh Dinas Sosial sudah cukup baik hal ini dikarenakan dalam 
menerima pegawai yang ditugaskan untuk mengawal program ini dilakukan 
beberapa tes dan pelatihan sehingga kualitas pegawai yang digunakan sudah di 
anggap memenuhi standar yang ada sesuai dengan aturan main dari dinas 
ssosial itu sendiri. 
2. Motivasi 
Motivasi yaitu yang terkait dengan keinginan untuk melakukan pekerjaan. 
Dalam suatu organisasi ataupun instansi motivasi sangat dibutuhkan dalam 
mempengaruhi kinerja dari karyawan/pegawai. Motivasi berkaitan dengan 
pemberian dorongan kepada pegawai dalam melakukan sebuah pekerjaan. 
Terkait dengan upaya dari Dinas Sosial Makassar untuk mencapai visi-
misi Dinas terkait, maka diperlukan suatu strategi guna mencapai tujuan tersebut. 
Salah satunya yakni pemberian motivasi kepada pegawai dalam melaksanakan 
pekerjaannya. Hal ini dilakukan agar tujuan Dinas Sosial Kota Makassar dapat 
tercapai dengan cepat dan tepat sasaran. 
Berdasarkan beberapa metode dalam teori motivasi, ada berbagai cara 
yang dilakuakan, misalkan pemberian semangat kerja, penghargaan, prestasi 
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dan sebagainya. Namun dalam pelaksanaanya tidak semua dari metode ini 
biasanya digunakan oleh organisasi instansi. Dinas Sosial Kota Makassar dalam 
hal ini memberikan sebuah motivasi kerja kepada pegawai berupa penghargaan. 
Hal ini dilakukan agar pegawai termotivasi dengan penghargaan yang diberikan 
berupa kenaikan pangkat /posisi. 
Hal ini sesuai yang dikemukakan oleh Kepala Dinas Sosial Kota 
Makassar bahwa : 
”Setiap saat, saya secara khusus menilai kinerja pegawai. Tentunya 
untuk meningkatkan kinerja dibutuhkan sebuah pemberian  motivasi dari 
pimpinan. Jadi, saya menjanjikan bahwa pegawai yang memiliki kinerja 
baik akan diberikan sebuah posisi yang lebih tinggi.” 
 
Selain itu, motivasi lain yang diberikan oleh atasan juga berupa 
pemberian semangat kerja kepada pekerja sosial sebagai mitra kerja Dinas 
Sosial Kota Makassar. Hal ini dilakukan agar pekerja sosial tidak bermalas-
malasan maupun mengeluh dengan pekerjaan banyak yang setiap hari 
dikerjakan. 
Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh salah satu pekerja sosial 
bahwa : 
”Dalam upaya meningkatkan kinerja pekerja sosial tentunya tidak bisa 
dilepaskan dari pimpinan. Motivasi yang diberikan oleh pimpinan kepada 
pekerja sosial biasanya berupa kata-kata penyemangat dalam hal ini 
pemberian semangat kerja. ” 
Dalam teori motivasi, sebuah motivasi lahir bukan hanya berasal dari luar 
(eksternal), tetapi terdapat faktor pendorong mengapa seseorang ingin 
mengerjakan sesuatu secara baik dan maksimal. Para pekerja sosial 
mengerjakan tugasnya tentu memiliki aspek pendorong dalam diri 
(internal) mereka masing-masing.  
 Seperti yang diungkapkan oleh salah satu pekerja sosial yang 
mengemukakan bahwa : 
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” Menjadi seorang pekerja sosial adalah sebuah tanggung jawab yang 
besar. Kita berhubungan dengan banyak orang diluar sana yang tentunya 
membutuhkan bantuan yang besar dari kami. Kami tertarik dan 
termotivasi menjadi pekerja sosial karena kami mencintai anak-anak. 
Kami ingin menjaga anak-anak dan memberikan perlindungan tentunya.” 
 Dalam Dinas Sosial Kota Makassar, motivasi dijadikan sebagai sebuah 
kebutuhan dalam menjalankan kerja instansi. Tujuan dapat tercapai dengan baik 
karena adanya dorongan untuk mencapainya. Dorongan inilah yang sangat 
penting bagi semua stakeholder di Dinas Sosial Kota Makassar dalam 
menjalankan tanggung jawabnya masing-masing sesuai dengan tupoksi kerja. 
Sesuai dengan yang dikemukakan oleh Griffin dalam Sule dan Saefullah 
(2005:235) yang menyatakan bahwa motivasi merupakan keinginan untuk 
melakukan pekerjaan. Dalam hasil penilitian ini penulis menemukan bahwa Dinas 
Sosial telah melakukan beberapa motivasi untuk pegawainya antara lain dengan 
melakukan pemberian semangat kerja, penghargaan dengan prestasi. Sehingga 
dalam aspek motivasi yang dilakukan dalam Dinas Sosial kota Makassar sudah 
bagus. Hal ini Nampak dari kinerja pegawai dari Dinas Sosial yang sudah cukup 
baik. 
Aspek motivasi juga dapat dilihat dari internal diri pegawai itu sendiri, pada 
pegawai Dinas Sosial kota Makassar telah timbul kesadaran personal dalam 
pemberian layanan ini. Dilihat langsung dari penulusuran penulis di lapangan 
bahwa hasil wawancara pegawai ditemukan bahwa pegawai telah timbul motivasi 
yang lahir dari kesadaran diri untuk melayani. Terkait dengan peran dan 
tanggung jawab pegawai itu sendiri sehingga kinerja pegawai dalam layanan ini 
sudah cukup baik. 
3. Lingkungan pekerjaan 
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Lingkungan pekerjaan yaitu sumber daya dan situasi yang dibutuhkan 
untuk melakukan suatu pekerjaan tersebut. Dalam indikator ini, program 
pembinaan anak jalanan diharapkan mampu diterima oleh lingkungan sekitar, 
terkhusus masyarakat, pemerintah kota serta SKPD yang lain. 
Terkait akan visi-misi pemerintah kota dalam hal ini walikota Makassar, 
berhubungan dengan program pembinaan anak jalanan ini, mengupayakan 
terciptanya kota Makassar sebagai kota dunia. Kontribusi penanganan anak 
jalanan ini sangat besar, karena tujuan dari program ini memberikan ketertiban 
serta rasa aman ditempat-tempat umum, bahkan dapat menaikkan kualitas hidup 
masyarakat kota Makassar, maka dari itu pembinaan anak jalanan menjadi salah 
satu indikator terciptanya kota dunia. 
“tentunya kita selalu berupaya singkronkan apa yang Dinas Sosial 
kerjakan dengan  visi-misi kota Makassar itu sendiri, bukan Cuma anak 
jalanan, tapi permasalahan sosial lainnya seperti berusaha kurangi 
kesenjangan sosial dan ekonomi” (kepala dinas kota Makassar,6 juni 
2015) 
 
Dengan adanya dukungan dari pemerintah tersebut, dimana menunjang 
terciptanya kinerja yang baik dari Dinas Sosial dalam hal pembinaan anak 
jalanan, melalui dukungan materil, sarana dan prasarana berupa panti sosial. 
Selain lingkungan terhadap pemerintahan, lingkungan masyarakat juga 
menjadi factor yang mempengaruhi kinerja dari Dinas Sosial dalam pembinaan 
anak jalanan. Salah satu skop masyarakat yang kecil adalah adanya lembaga-
lemabga sosial seperti yayasan Kelompok Pengamen Jalanan (KPJ), Yapmen, 
serta kelompok-kelompok mahasiswa yang bergerak dibidang sosial. Dengan 
dukungan dari lembaga tersebut, memberikan dukungan untuk kinerja Dinas 
Sosial yang lebih baik dalam pembinaan anak jalanan. 
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Mengacu pada lingkungan masyarakat secara umum, Dinas Sosial masih 
mengalami kendala dalam kinerjanya, dikarenakan sebagian masyarakat masih 
awam menilai aturan yang melarang masyarakat memberikan sumbangan 
dijalanan. Hal ini tentunya dibenturkan dengan hasrat seseorang untuk memberi 
dan membantu sesama. 
 “seperti yang saya bilang tadi, Masyarakat tidak mengerti  bahwa di 
larang memberikan uang kepada anak jalanan. Maka dari itu apabila 
masyarakat memberikan uang kepada anak jalanan keesokan harinya dia 
akan muncul lagi dan tidak dipungkiri bahwa mereka membawa lagi rekan 
rekannya turun ke jalan. Sehingga kami dari Dinas Sosial butuh 
parstisipasi dari masyarakat dengan tidak memberikan uang kepada anak 
jalanan.selain itu,mohon maaf kendala yang kami hadapi yaitu banyak 
mahasiwa juga yang meminta sumbangan di jalan sehingga apabila 
mereka sudah melakukan aktifitas tersebut dan memperoleh banyak uang 
dan anak jalanan melihat hal tersebut akan menimbulkan lagi hasrat anak 
jalanan untuk turun ketempat tersebut”. (kepala bidang rehabilitasi sosial 
dinas kota Makassar 15 juni 2015) 
Kemudian dilanjut informan yang sama : 
“tetapi kami tidak berhenti begitu saja untuk memberikan pemahaman 
kepada masyarakat, kami punya beberapa cara, seperti sosialisasi 
keliling kota menggunakan mobil pengeras suara, kampanye serta 
membuka diskusi-diskusi kecil di kelompok masyarakat” (kepala bidang 
rehabilitasi sosial dinas kota Makassar 15 juni 2015). 
Berdasarkan hasil wawancara di atas terkait lingkungan pekerjaan, 
memang memiliki kontribusi besar dalam menunjang kinerja Dinas Sosial dalam 
pembinaan anak jalanan, hal ini dibuktikan dari adanya singkronisasi serta 
besarnya dukungan pemerintah kota maupun pemerintah provinsi. Selain itu, 
kinerja Dinas Sosial akan sulit ketika masyarakat tidak paham ataupun menolak 
akan keberadaan program pembinaan anak jalanan ini, karena program ini dari 
masyarakat dan untuk masyarakat pula. 
Lingkungan pekerjaan yaitu sumber daya dan situasi yang dibutuhkan untuk 
melakukan suatu pekerjaan hal ini merupakan teori yang di ungkapkan oleh 
Griffin dalam Sule dan Saefullah (2005:235). Dalam konteks layanan pembinaan 
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anak jalanan di temukan bahwa lingkungan kerja baik di kantor dinas maupun di 
lingkungan masyarakat itu sangat mendukung. Hal ini dikarenakan di Dinas 
Sosial sendiri lingkungannya cukup kondusif dalam artian semua komponen ikut 
berkerjasama dalam memberikan layanan ini. Adapun kondisi lingkungan di 
masyarakat cukup baik karena sebagian besar masyarakat ikut menerima dan 
mendukung adanya program ini. 
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BAB VI 
PENUTUP 
VI.1 KESIMPULAN  
VI.1.1 Kinerja Dinas Sosial Dalam Penanganan Anak Jalanan di Kota 
Makassar 
Berdasarkan hasil penelitian penulis di lapangan penulis 
menyimpulkan bahwa : 
 Kualitas layanan 
Sesuai dengan teori dari Dwiyanto kualitas layanan dapat dilihat dari 
kepuasan masyarakat, jadi penulis dapat menyimpulkan kepuasan 
masyarakat berdasarkan hasil penilitian dapat dikatan sudah puas. Hal ini 
dikarenakan layanan yang diberikan benar-benar sudah semkasimal 
mungkin dan mengena langsun ke masyarakat. 
 Responsivitas 
Permasalahan responsivitas pada layanan yang diberikan Dinas Sosial 
dalam penanganan anak jalanan dapat dikatakan sudah sesuai dengan 
aturan yang ada. Akan tetapi tanggapan dari masyarakat yang menerima 
layanan masi mengatakan kurangnya aspek ini, hal ini dikarenakan skala 
prioritas yang mengganggu dan tuntutan dari masyarakat yang cukup 
banyak sedangkan jumlah pegawai yan mengatasi persoalan ini cukup 
terbatas. 
 Responsibilitas 
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Aspek ini dalam layanan yang diberikan itu sudah cukup baik terbukti 
degan penyelarasan beberapa program yang dilakukan dengan visi dan 
misi pemerintah kota. Serta bebrbagai aturan yang telah dijalankan 
sesuai dengan keputusan dari atasan. 
 Akuntabilitas 
Akuntabilitas cenderung merujuk pada seberapa besar kebijakan yang 
dikeluarkan itu tunduk pada para pejabat publik dalam artian pejabat yang 
dipilih oleh masyarakat. Dala kasus layanan penanganan anak jalanan di 
kota Makassar ini sudah cukup baik. Hal ini sesuai dengan hasil penilitian 
penulis yang mendapatkan bahwa program maupun tindakan yang 
dilakukan itu berdasar pada instruksi pimpinan 
Berdasarkan hasil penelusuran penulis dapat disimpulkan bahwa 
kinerja yang dilakukan Dinas Sosial dalam penanganan anak jalanan  
sudah semaksimal mungkin. Akan tetapi pada beberapa aspek memang 
ditemukan kekurangan akan tetapi hala tersebut tidak berpengaruh 
secara signifikan pada pemberian layanan ini. 
 
VI.1.2 Faktor-Faktor Mempengaruhi Kinerja Dinas Sosial Kota Makassar 
dAlam Penanganan Anak Jalanan. 
 Kemampuan 
Dalam konteks layanan yang dilakukan oleh Dinas Sosial kota 
Makassar kemampuan yan dimiliki oleh SDM yang dimiliki oleh Dinas 
Sosial sudah cukup baik hal ini dikarenakan dalam menerima 
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pegawai yang ditugaskan untuk mengawal program ini dilakukan 
bbeberapa tes dan pelatihan sehingga kualitas pegawai yang 
digunakan sudah di anggap memenuhi standar yang ada sesuai 
dengan aturan main dari Dinas Sosial itu sendiri. 
 Motivasi 
Dinas Sosial telah melakukan beberapa motivasi untuk pegawainya 
antara lain dengan melakukan pemberian semangat kerja, 
penghargaan dengan prestasi. Sehingga dalam aspek motivasi yang 
dilakukan dalam Dinas Sosial kota Makassar sudah bagus. Aspek 
motivasi juga dapat dilihat dari internal diri pegawai itu sendiri, pada 
pegawai Dinas Sosial kota Makassar telah timbul kesadaran personal 
dalam pemberian layanan ini. 
 Lingkungan pekerjaan 
Dalam konteks layanan pembinaan anak jalanan di temukan bahwa 
lingkungan kerja baik di kantor dinas maupun di lingkungan 
masyarakat itu sangat mendukung. Hal ini dikarenakan di Dinas 
Sosial sendiri lingkungannya cukup kondusif dalam artian semua 
komponen ikut berkerjasama dalam memberikan layanan ini. Adapun 
kondisi lingkungan di masyarakat cukup baik karena sebagian besar 
masyarakat ikut menerima dan mendukung adanya program ini. 
Walaupun dalam kondisi di lapangan masi ada saja masyarakat yang 
kurang terpenuhi keinginannya, akan tetapi dalam konteks kebijakan 
ini adalah hal yang cukup wajar di akibatkan sumber daya manusia 
yang dimiliki masih belum mampu mencakup masyarakat secara 
keseluruhan. 
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VI.2 SARAN 
Mencermati kinerja Dinas Sosial dalam hal ini penanganan anak jalanan 
sebagai salah satu visi misi yang harus dilaksanakan untuk mencapai msi dari 
kota Makassar yaitu kota Makassar sebagai kota dunia, maka beberapa saran 
yang diberikan agar kinerja Dinas Sosial dalam penanganan anak jalanan dapat 
lebih optimal dan dapat memberi manfaat bagi warga kota Makassar ke 
depannya. Adapun saran yang penulis berikan yaitu : 
 Bahwa untuk kedepannya diharapkan Dinas Sosial dalam menjalankan 
program perlu menambah sumber daya yang ada sehingga mampu 
memberikan layanan yang lebih efektif dan efisien kepada masyarakat. 
 Agar pembinaan anak jalanan lebih baik kedepannya diharapkan Dinas 
Sosial kota Makassar menambah jumlah penampungan yang dimiliki 
dikarenakan jumlah anak jalanan yan lumayan banyak. 
 Untuk meningkatkan kinerja pegawai di Dinas Sosial kota Makassar 
diharapkan dapat memberikan motivasi yang lebih agar pegawai dapat 
bekerja lebih baik secara individu maupun kelompok. 
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